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Nama  :  Satrio Laskoro 

NPM  :  0706202351 

Program Studi  : Ilmu Hukum – Ekstensi 

Judul : Indirect Evidence Di Dalam Pembuktian Perkara Persaingan 

Usaha Di KPPU (Studi Kasus Putusan No. 24/KPPU-I/2009 

Dan Putusan No. 03/KPPU/PN.JKT.PST) 

 

 

Skripsi ini membahas mengenai hukum acara pada persaingan usaha, alat bukti 

yang digunakan pada hukum acara persaingan usaha, pengertian tentang indirect 

evidence serta penggunaan indirect evidence untuk memutus perkara persaingan 

usaha. Termasuk upaya hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan penjabaran eksplanatoris. Penelitian ini dapat 

dijadikan landasan pemikiran untuk mengetahui mengenai sistem pembuktian 

pada hukum acara persaingan usaha, untuk mengetahui hubungan antara indirect 

evidence dengan alat bukti petunjuk, serta untuk mengetahui penggunaan indirect 

evidence di dalam prakteknya. Penelitian ini didasarkan pada Undang-undang No. 

5 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian 

menemukan bahwa untuk memutus perkara persaingan usaha, Majelis Komisi 

hanya menggunakan indirect evidence. Penelitian ini menyarankan bahwa indirect 

evidence harus digunakan bersama dengan satu alat bukti lain, serta agar diberikan 

definisi mengenai indirect evidence yang bisa dilakukan melalui Peraturan Komisi 

sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. 

 

Kata Kunci : 

Persaingan usaha, alat bukti tidak langsung, pelaku usaha, pembuktian. 
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Study Program : Law 

Subject : Indirect Evidence In Authentication Of Business Compettion 

Case At KPPU (Case Study Verdict No. 24/KPPU-I/2009 And 

Verdict No. 03/KPPU/PN.JKT.PST) 

 

 

This minithesis describes the business competition procedural law, evidence that 

can be use on business competition procedural law, the use of indirect evidence to 

bring in verdict business competition case, and also the relation of indirect 

evidence as a clue. This minithesis is “qualitative research” with “explanatory” 

explanation. This minithesis can be used as justification to know about 

authentication system on business competition procedural law. This research is 

based on the Act No. 5 of 1999 on Law Concerning Prohibition of Monopolistic 

Practices and Unfair Business Competition and related legislations. The results 

found that to resolve business competition case, the Commission only use indirect 

evidence. This research suggests that indirect evidence have to use together with 

other evidences, and also the definitions of indirect evidence have to be made 

which can be done by Commission Rule in order to avoid multiple interpretations. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang No 5 Tahun 1999 

dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 

Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, 

tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini 

kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No 75 Tahun 1999 dan diberi nama 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dengan demikian, penegakan 

hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, 

tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara 

monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung 

(MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi 

wewenang untuk menangani upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dan 

menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena 

tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah in kracht. MA diberi kewenangan 

untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi 

kasasi terhadap keputusan PN tersebut. 

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan 

yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki 

oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, 

konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.1  

                                                 
1 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf,  diunduh 12 April 2011. 
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Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara 

komplementer (state auxiliary organ) 2 yang mempunyai wewenang berdasarkan 

Undang-undang No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan 

usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang 

dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan 

tugas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sering juga disebut dengan 

lembaga independen semu negara (quasi). Lembaga quasi tersebut menjalankan 

kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang 

sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik kepada eksekutif, maka 

dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen yang bukan 

merupakan bagian dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-

lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti 

yudikatif (quasi-judicial), eksekutif (quasi-public) yang fungsinya bisa berupa 

pengawasan terhadap lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau 

mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.3  

Berdasarkan penjelasan di atas, KPPU mempunyai tugas-tugas yang telah 

diatur dalam pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, antara lain melakukan penilaian 

terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha 

dan atau tindakan pelaku usaha melakukan penilaian terhadap ada atau tidak 

adanya penyalahgunaan posisi dominan, mengambil tindakan sesuai dengan 

wewenang Komisi, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU 

No.5 Tahun 1999, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi 

kepada Presiden dan DPR.4 

Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-

undang No 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk menerima 

laporan, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, 

menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku 

                                                 
 2Ibid. 
3 Ibid.  
4 Ibid.  
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usaha, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, meminta bantuan penyidik 

untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, mendapatkan, meneliti, dan atau 

menilai surat, dokumen atau alat bukti, menjatuhkan sanksi berupa tindakan. Jadi, 

KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya 

memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-undang No 5 

Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap putusan 

KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima 

pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan 

Negeri. 

 Untuk setiap perjanjian maupun perbuatan yang melanggar ketentuan 

Undang-undang No 5 Tahun 1999, maka terdapat sanksi berupa sanksi 

administratif, pidana denda, ataupun pidana tambahan atas pelanggaran terhadap 

ketentuan-ketentuan tersebut yang telah diatur dalam pasal 47, 48, dan 49 

Undang-undang No 5 Tahun 1999. Sebelum memberikan suatu sanksi terhadap 

pelaku usaha, maka haruslah ada upaya pembuktian terlebih dahulu. Untuk 

membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan usaha bersalah, sudah 

seharusnya ada alat bukti yang dapat digunakan untuk menyatakan perbuatan 

tersebut bersalah atau tidak yang tentunya alat bukti tersebut sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. Adapun alat bukti yang dapat digunakan oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah: 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat dan atau dokumen 

4. Petunjuk  

5. Keterangan pelaku usaha5 

Mengenai alat bukti petunjuk, ada sedikit perbedaan dengan alat bukti 

petunjuk yang ada di hukum acara pidana. Menurut Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan 

dari Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Artinya adalah, 

alat bukti petunjuk ini tidaklah harus didapat dengan mencari persesuaian di 

                                                 
5  Indonesia (a). Undang-undang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, Pasal 42. 

Indirect evidence ..., Satrio Laskoro, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



4 
 

   Universitas Indonesia 

dalam pengadilan. Pada beberapa putusan KPPU terakhir, banyak  menggunakan 

indirect evidence  sebagai alat bukti petunjuk. Munculnya indirect evidence ini tak 

lepas dari pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis 

sulit untuk dilakukan. Ada pihak yang pro maupun yang kontra.6 Pihak yang pro 

untuk menggunakan indirect evidence ini tentunya adalah KPPU, karena untuk 

kasus seperti kartel sungguh sangat sulit untuk membuktikan secara eksplisit 

bahwa telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat. Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar pelaku usaha melakukannya secara diam-diam. Sedangkan 

pelaku usaha yang menjadi pihak lawan dari KPPU keberatan akan penggunaan 

indirect evidence ini, karena cenderung jadi multi tafsir.7 Indirect evidence 

merupakan alat bukti petunjuk yang dapat diterima dalam hukum persaingan. Di 

negara lain juga demikian. Misalnya, di Australia, untuk menentukan adanya 

kesepakatan (meeting of the minds) yang diharuskan dalam pembuktian adanya 

perjanjian yang melanggar hukum persaingan, bukti situasional (circumstantial 

evidence) bisa dipakai yakni yang berupa petunjuk perbuatan yang paralel, 

petunjuk tindakan bersama-sama, petunjuk adanya kolusi, petunjuk adanya 

struktur harga yang serupa (dalam kasus price fixing) dan lain sebagainya8 

Dalam prakeknya, KPPU menggunakan indirect evidence tanpa ada alat 

bukti langsung yang dapat membuktikan pelaku usaha telah melakukan 

persaingan usaha tidak sehat. Beberapa indikator ekonomi yang sering 

dikategorikan sebagai indirect evidence antara lain adalah konsentrasi industri 

yang tinggi misalnya diukur dengan Hirschman-Herfindahl Index (HHI), 

Concentration Ratio (CR), struktur pasar yang oligopoli, adanya hambatan masuk 

pasar (barriers to entry), pembagian quota, dan seterusnya. Beberapa kasus 

terbaru yang jelas-jelas memakai indirect evidence dalam pertimbangan KPPU 

antara lain adalah pada kasus kartel semen, kartel minyak kelapa sawit, serta 

kasus fuel surcharge. 

                                                 
6 http://www.seputarforex.com/eng/news/view.php?nid=24517&title=apindo_minta_keje-

lasan-_mekanisme_pembuktian_kartel, diunduh tanggal 5 Februari 2011. 
7 ��������������	
��
��������	�������	�������	��
������������ �
�����	
���
�
�����
�
����
�

�����  
8 http://www.seputarforex.com/eng/news/view.php?nid=24517&title=apindo_minta_keje-

lasan_mekanisme_pembuktian_kartel, diunduh tanggal 5 Februari 2011. 
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Dalam Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 20069 pada pasal 64 

dikatakan bahwa Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat 

bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sedangkan dalam Perkom No. 4 Tahun 

2010 dikatakan bahwa untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan 

kartel, maka komisi harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti10, 

sehingga, dengan adanya alat bukti tidak langsung ini, maka alat bukti petunjuk 

yang didapat dari indirect evidence bisa membuktikan pelaku usaha tersebut telah 

melakukan kartel. Selain kartel, didalam Perkom No. 4 Tahun 2010 juga 

disebutkan mengenai pasal-pasal lain yang relevan dengan  ketentuan mengenai 

larangan kartel, antara lain price fixing, predatory price, pembagian wilayah, 

pemboikotan, trust, persekongkolan.11  Hal inilah yang menjadi ketakutan para 

pelaku usaha karena cukup dengan indirect evidence tersebut dapat diperoleh alat 

bukti petunjuk, yang dengan satu alat bukti tersebut sudah cukup untuk 

menentukan pelaku usaha tersebut bersalah.  

Permasalahan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut 

karena hukum acara yang dianut oleh hukum persaingan usaha memiliki sifat 

kekhususan tersendiri. Pada bab-bab selanjutnya penulis akan mengkaji 

keberlakuan hukum acara persaingan usaha tersebut khususnya mengenai alat 

bukti dan kekuatan pembuktiannya dengan fokus alat bukti tidak langsung untuk 

mendapatkan alat bukti petunjuk dalam hukum persaingan usaha. 

 

1.2. POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut 

diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan didalam penelitian ini adalah 

mengenai hal-hal berikut. 

1. Bagaimana sistem pembuktian di dalam hukum persaingan usaha menurut 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?  

                                                 
9 Perkom No. 1 Tahun 2006 telah dicabut dan diganti dengan Perkom No. 1 Tahun 2010. 
10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

11 Ibid. 
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2. Bagaimanakah hubungan antara indirect evidence  dengan alat bukti 

petunjuk dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999? 

3. Bagaimana prakteknya indirect evidence ini diterapkan didalam perkara 

persaingan usaha di Indonesia? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan 

khusus, adapun tujuan tersebut yaitu: 

1.3.1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan sumbangan 

di dalam kepustakaan atau bahan bacaan di bidang hukum persaingan usaha 

mengenai sistem  pembuktian dan alat bukti di KPPU.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Untuk mengetahui sistem pembuktian pada hukum persaingan usaha. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara indirect evidence dengan alat bukti 

petunjuk. 

3. Untuk mengetahui bagaimana didalam prakteknya indirect evidence ini 

diterapkan didalam perkara persaingan usaha 

 

1.4. DEFINISI OPERASIONAL 

Agar penelitian ini dapat dipahami maka berikut ini akan diuraikan 

beberapa peristilahan yang dipergunakan. 

 

1.  Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha.12 

2.  Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 

                                                 
12 Indonesia (a). Undang-undang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999, pasal 1. 
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atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.13 

3.  Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan 

harga barang dan atau jasa.14 

4.  Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai 

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar 

yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara 

pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan 

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan 

untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.15 

5.  Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.16 

6.  Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.17 

7.  Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa 

pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.18 

8.  Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 

bersekongkol.19 

                                                 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Ibid. 
16  Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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9.  Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan 

barang dan atau jasa.20 

10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama 

atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.21 

11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang 

aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha 

dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk 

dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan 

pangsa pasar.22 

12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam 

kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk 

mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, 

target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.23 

13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu 

yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam Tahun 

kalender tertentu.24 

14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa 

sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.25 

15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik 

untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.26 

16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak  berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.27 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau 

pelaku usaha.28 

18.  Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk 

mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak 

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.29 

 

1.5. METODE PENELITIAN 

 

1.5.1.  Pengertian Metode Penelitian 

Sebelum membahas metode penelitian lebih lanjut, penulis ingin 

menjelaskan mengenai apa itu metode penelitian. Dimulai dari kata metodelogi, 

yang artinya suatu penelitian dilakukan dengan metode atau tatacara tertentu. Kata 

penelitian ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” dan “to 

search”30. “re” berarti kembali, sedangkan “to search” yang berasal dari 

“circum/circare” memiliki arti memeriksa kembali. Dengan demikian metode 

penelitian dapat diartikan sebagai tata cara tertentu untuk memeriksa kembali. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau 

menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha 

memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. 

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang 

telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang telah ada masih atau 

menjadi diragukan kebenarannya. 

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum 

adalah: 

 

                                                 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 2.  
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”Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan atas metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”.31 

 

Namun, sebelum melakukan penelitian hukum, perlu dipahami ruang lingkup 

disiplin hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai 

norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak. 

 Dalam rangka melakukan penelitian, ada dua pendekatan yang biasanya 

digunakan. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap 

masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang 

banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam 

unsur-unsur tertentu, variabel-variabel serta fenomena-fenomena dapat diatur 

dalam bentuk percobaan dan dapat dibandingkan dengan variabel control secara 

akurat untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang 

lingkupnya, sedangkan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku 

nyata, tidak memungkinkan melakukan ekperimentasi yang jelas terhadap 

fenomena-fenomena sosial32 Hal yang diteliti dan dipelajari adalah obyek 

penelitian yang utuh. Dari uraian-uraian yang diatas, maka penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam rangka penulisan penelitian hukum ini.  

 

1.5.2. Bentuk Penelitian 

Penelitian hukum ada beberapa jenis, diantaranya yaitu33: 

a. Penelitian normatif 

i. Penelitian menarik asas hukum. 

Penelitian dapat dilakukan terhadap hukum positif 

tertuis maupun tidak tertulis. Dalam memahami kaidah 

                                                 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 

43  
32 Sri Mamudji, et al, Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, hal. 65. 
33 Ibid., hal. 9 . 
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hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, 

penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari asas hukum 

baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat. 

ii. Penelitian sistematik hukum. 

Penelitian dilakukan terhadap pengertian dasar 

sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, obyek 

hukum.  

iii. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan. 

Ada dua cara untuk melihat taraf sinkronisasi 

peraturan perundang-undangan, yaitu secara vertikal dan 

secara horizontal. Secara vertikal, disini yang dianlisa 

adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya 

berbeda yang mengatur bidang yang sama. Secara 

horizontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan 

perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang 

yang sama. 

iv. Penelitian perbandingan hukum. 

Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan 

terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu 

masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar 

dalam tata hukum tertentu. 

v. Penelitian sejarah hukum. 

Penelitian yang menganalisa peristiwa hukum 

secara kronlogis dan melihat hubungannya dengan gejala 

sosial yang ada. 

b. Penelitian empiris 

i. Identifikasi hukum tidak tertulis 

Ruang lingkup penelitian ini adalaha norma hukum 

adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum 

yang tidak tertulis lainnya. 

ii. Efektifitas hukum 
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Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan 

masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum 

dalam masyarakat.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.. 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara 

meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis34. Penelitian ini 

melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

1.5.3. Tipologi Penelitian 

Terdapat tiga tipe penelitian berdasarkan sifatnya, yaitu:35 

a. Dari sudut sifatnya 

i. Penelitian eksploratoris 

Penelitian eksploratoris disebut juga penelitian menjelajah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari data awal tentang suatu 

gejala. 

ii. penelitian deskriptif 

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi suatu gejala. 

iii. penelitian eksplanatoris 

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan atatu 

menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat 

mempertegas hipotesa yang ada. 

 Dari uraian mengenai tipologi penelitian diatas, penulis menggunakan 

penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat 

ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

frekuensi suatu gejala.36 Kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum 

adalah mengenai bagaimana praktek penggunaan indirect evidence sebagai alat 

                                                 
34 Sri Mamudji, et al, Metode Penelitian dan Penulisan hukum., hal 10. 
35 Ibid., hal. 4. 
36 Ibid.,  
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bukti petunjuk didalam persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga termasuk 

penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan37 

khususnya tentang penerapan indirect evidence untuk memutus perkara 

persaingan usaha.  

 

1.5.4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:38 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU 

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat,  KUHPerdata serta HIR. 

b. Bahan hukum sekunder, yatu bahan hukum yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan 

menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para 

sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, 

dan makalah. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

kamus. 

 

1.6.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka penulis 

membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut. 

Bab 1  Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari enam bagian yang terdiri dari 

latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Pada bab 

ini akan dibahas mengenai landasan berlakunya hukum persaingan usaha di 

Indonesia, pengertian persaingan usaha, bentuk anti persaingan usaha yang 
                                                 

37  Ibid., hal. 5 
38  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  hal. 52. 
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dilarang dalam Undang-Undang , Asas Per Se dan Rule of Reason, alat bukti 

berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Bab 3 Eksistensi indirect evidence dalam kaitannya dengan sistem 

pembuktian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha . Pada bab ini akan dibahas 

mengenai eksistensi indirect evidence dalam rangka penyelesaian perkara 

persaingan usaha di KPPU. 

Bab 4 Penggunaan indirect evidence didalam hukum acara persaingan 

usaha. Pada bab ini akan dibahas penggunaan indirect evidence pada Putusan 

terhadap kasus yang di angkat. 

Bab 5 Penutup. Merupakan bab terakhir, terdiri dari simpulan. Simpulan 

merupakan uraian akhir yang ditarik penulis dari hasil pembahasan secara 

menyeluruh pada bab-bab sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban dari pokok 

permasalahan yang ada pada Bab Pendahuluan 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA 
 

2.1. Perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Pada tanggal 5 Maret 1999 untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia 

mengundangkan hukum persaingan usahanya yang komprehensif.39 Hukum 

persaingan usaha ini secara formal tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 yang dipublikasikan melalui lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 33. 

Secara historis kemunculan undang-undang ini tidak terlepas dari pengaruh 

tuntutan reformasi untuk memangkas segala bentuk monopoli yang merugikan.40 

Semangat reformasi pasca rezim orde baru juga dapat dianggap sebagai faktor 

yang ikut mendorong diundangkannya hukum persaingan usaha di Indonesia ini. 

Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai larangan bagi tindakan yang 

menyebabkan terjadinya persaingan curang baik dalam bentuk kegiatan maupun 

perjanjian-perjanjian diantara para pelaku usaha.41  

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa pada 

pemerintahan orde baru dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat 

mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor 

ekonomi.42 Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi 

diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga 

pasar menjadi terdistorsi.43 Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam 

kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan 

usaha yang tidak sehat.44  

                                                 
39 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf. 
40 Ibid. 
41  Ibid. 
42 Indonesia (a), “Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1999”. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Fenomena tersebut telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan 

yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. 

Penyelenggaraan ekonomi nasional yang dilakukan pada rezim orde baru tersebut 

menjadi kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, 

serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.45  

Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang persaingan 

adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) 

dengan pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998.46 Dalam 

perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara 

Republik Indonesia sebesar US$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis 

ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi 

dan hukum ekonomi tertentu.47 Bantuan ini dsertai syarat-syarat tertentu guna 

menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Syarat-

syarat tersebut dituangkan dalam Letter of Intent dan Supplementary 

Memorandum dengan pihak IMF. 48 Hal ini menyebabkan diperlukannya undang-

undang antimonopoli. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan 

merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut. Sejak 1989, 

telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan 

persaingan. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan 

regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah 

menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku 

usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut 

dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah malalui praktek usaha 

yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan 

undang-undang serta pasar keuangan.49  

                                                 
45 Ibid. 
46 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
47 Ibid. 
48 Joni Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Implikasi Penerapannya di 

Indonesia, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publisihing,  2009), hal. 19. 
49  Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
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Tahun-tahun awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa keprihatinan 

rakyat terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar yang disebut 

konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional 

Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai 

kebijakan ekonomi pemerintah, sehingga mereka dapat mengatur pasokan atau 

supply barang dan jasa serta menetapkan harga-harga secara sepihak yang tentu 

saja menguntungkan mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi Negara 

membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente.50 

Apa yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk menjadi 

penerima rente (rent seeking) dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk 

lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya.51 Kegiatan pemburuan rente 

tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan Alan S. Blinder dikatakan 

sebagai salah satu sumber utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan 

berakibat pada ekonomi biaya tinggi (high cost economy).52 

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan 

usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang 

Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili 

oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh 

prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-undang tentang larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. 

Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun 

setelah diundangkan.53 

Sebelum adanya undang-undang yang secara formal serta komprehensif 

mengatur mengenai persaingan usaha, di Indonesia telah terdapat beberapa upaya 

konkret untuk membuat konsep hukum persaingan usaha. Sebelum tahun 1999 

pun, berbagai peraturan hukum, larangan terhadap praktek persaingan curang dan 

monopoli telah memiliki landasan hukum, meskipun tersebar dalam berbagai 

peraturan hukum.  

                                                 
50  Ibid. 
51  Ibid. 
52  Ibid. 
53  Ibid. 
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Perangkat Hukum Yang Ada Sebelum Lahirnya UNDANG-UNDANG 

NO. 5 TAHUN 1999Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat54 

No Aturan Perundang-

Undangan 

Pasal Isi 

1 KUH Pidana Pasal 382 bis Larangan dan ancaman pidana bagi 

pihak yang melakukan perdagangan 

curang. 

2 B.W. Pasal 1365 Setiap perbuatan yang melanggar 

hukum dan membawa kerugian pada 

orang lain mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian tersebut untuk 

memberi ganti rugi 

4 UU PA No. 5 Tahun 

1960 

Pasal 13 Monopoli di bidang pertanahan harus 

dicegah 

5 UU No. 29 tahun 1992 / 

UU No. 14 tahun 1997 

tentang Merek 

Pasal 81 dan 

pasal 82 

Ancaman pidana bagi perbuatan curang 

dalam pemakaian merek. 

6 UU No. 5 tahun 1984 

tentang Perindustrian 

Pasal 7(3) Mencegah pemusatan atau penguasaan 

industri oleh salah satu kelompok atau 

perorangan dalam bentuk monopoli 

yang merugikan masyarakat 

6 UU No. 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan 

Terbatas 

Pasal 104 

ayat 1 

Mencegah kemungkinan terjadinya 

monopoli atau yang merugikan 

masyarakat akibat penggabungan, 

peleburan atau pengambilalihan 

perusahaan. 

7 UU No. 8 tahun 1995 

tentang pasar modal 

Pasal 10 Melarang adanya ketentuan yang 

menghambat adanya persaingan sehat 

dalam pasar modal. 

                                                 
54 Joni Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Implikasi Penerapannya di 

Indonesia, hal. 15. 
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8 UU No. 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil 

Pasal 8 (b) Mencegah pembentukan struktur pasar 

yang dapat melahirkan persaingan yang 

tidak wajar dalam bentuk monopoli, 

oligopoli, dan monopsoni yang 

merugikan usaha kecil. 

9 Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 27 Tahun 1998 

tentang Penggabungan, 

Peleburan dan 

Pengambilalihan 

Perseroan terbatas 

Pasal 4 (1b) Penggabungan, peleburaan dan 

pengambilalihan perusahaan, hanya 

dapat dilakukan dengan memerhatikan 

kepentingan masyarakat dan persaingan 

sehat. 

10 Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 70 Tahun 1992 

tentang bank umum 

Pasal 15 (1) Merger dan konsolidasi hanya dapat 

dilakukan setelah ada izin dari Menkeu 

 

Mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebelum 

dikenal di Indonesia, telah dikenal lebih dahulu di beberapa negara lain, misalnya 

di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan juga di Uni Eropa. Untuk di 

Amerika Serikat, lahirnya undang-undang yang mengatur persaingan usaha 

dilatarbelakangi oleh pertumbuhan industri yang memacu kemajuan ekonomi 

negara tersebut dalam memasuki abad ke XIX. Pada saat itu muncul 

penyalahgunaan kekuatan ekonomi swasta yang membahayakan kepentingan 

konsumen.55 Kekuatan ekonomi tersebut diperoleh melalui pembentukan kartel 

industri dan pengelompokan usaha-usaha besar di bawah kontrol satu atau lebih 

pengusaha swasta. Dalam istilah hukum di Amerika Serikat pada waktu itu, 

pengelompokan usaha seperti ini disebut “trust”. Dominasi melalui monopoli 

dengan cara-cara yang tidak sehat itulah yang mengantarkan pelaku usaha untuk 

mempengaruhi pasar guna memperoleh keuntungan maksimum. Tujuan utama 

Undang-undang Antitrust oleh Eleanor Fox dimaksudkan untuk penyebaran 

kekuatan ekonomi, kebebasan dan kesempatan berusaha dan bersaing, kepuasan 

                                                 
55  Joni Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Implikasi Penerapannya di 

Indonesia, hal. 133-134. 
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pelanggan, dan perlindungan terhadap proses persaingan yang mengacu pada 

peran pasar.56 

Di Jepang, kesadaran terhadap perlunya larangan terhadap praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah ada sejak lama. Kesadaran dan 

perhatian terhadap hal itu diwujudkan dengan disahkannya  Undang-undang No. 

54 Tahun 1947 yaitu Law Relating to Prohibiton of Profit Monopoly and Methods 

of Preserving Fair Trade pada tanggal 14 April 1947. Tujuan dari undang-undang 

ini adalah untuk meningkatkan kebebasan dan keadilan untuk bersaing, 

mendorong tumbuhnya prakarsa para pengusaha, mendorong kegiatan usaha para 

pelaku usaha, meningkatkan tingkat kesempatan kerja dan pendapatan nasional, 

meingkatkan pembangunan ekonomi nasional yang demokratis dan sehat. Tujuan-

tujuan tersebut di dalam pasal 1 Undang-undang Antimonopoli (The 

Antimonopoly Law) Jepang, dapat dicapai dengan cara melarang private 

monopolization, melarang unreasonable restraint of trade, melarang unfair 

business practices.57 

Di Korea Selatan, pada awalnya pembangunan di segala bidang khususnya 

pembangunan ekonomi di Korea Selatan berada di bawah kontrol ketat dari 

pemerintah. Kartel justru dibantu pengembangannya, sementara mengusahakan 

harga-harga yang bersaing bagi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari 

justru tidak memperoleh perhatian. Baru pada tanggal 31 Desember 1980 terjadi 

perubahan yang cukup mendasar dalam bidang persaingan dengan 

diundangkannya Undang-undang No. 3320 yang diberi nama Pengaturan 

Monopoli dan Persaingan Sehat (The Regulation of Monopolies and Fair Trade 

Act).58 Pada pasal 1 undang-undang ini menyebutkan tujuan dari yang ingin 

dicapai yaitu untuk mendorong terciptanya persaingan ekonomi yang bebas dan 

adil dengan melarang penyalahgunaan posisi dominan dan konsentrasi kekuatan 

ekonomi yang berlebihan, melalui pembatasan terhadap kerja sama yang tidak 

patut, praktek bisnis yang curang, demi terwujudnya kegiatan usaha yang kreatif, 

                                                 
56  Ibid. 
57  Joni Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Implikasi Penerapannya di 

Indonesia, hal. 141-142 
58  Ibid, hal.161. 
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melindungi konsumen, bagi terciptanya pembangunan perekonomian nasional 

yang seimbang.59 

Di Uni Eropa, pengaturan persaingan memiliki keunikan khusus karena 

Uni Eropa bukanlah suatu negara, tetapi merupakan kerja sama ekonomi dari 

sebagian besar negara-negara di Eropa. Dua pilar utama hukum persaingan usaha 

di Uni Eropa disandarkan pada Pakta Roma (The Treaty of Rome) yang berjudul 

Treaty Establishing The European Economic Community yang ditanda tangani 

pada tanggal 25 Maret 1957 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 1958.  

Pengaturan pasal 85 Pakta Roma mengatur larangan-larangan terhadap 

perjanjian yang bersifat anti persaingan karena mempunyai dampak terhadap 

kebebasan perdagangan antarnegara anggota. Pada pasal 86 mengatur tentang 

penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh para pelaku usaha jika 

tindakan tersebut mempunyai dampak terhadap perdagangan dengan negara-

negara anggota. Melalui Pakta Amsterdam yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Mei 1999 ada sedikit perubahan terhadap penomoran pasal-pasal yang disepakati 

sehingga pasal 85 dalam Pakta Roma menjadi pasal 81 dalam Pakta Amsterdam, 

sedangkan pasal 86 menjadi pasal 82. Pasal 81 tersebut lengkapnya berbunyi: 

 

“1. The following shall be prohibited as incompatible with the common 
market: all agreements between undertakings, decisions by associations of 
undertakings and concerted practices which may affect trade between Member 
States and which have as their object or effect the prevention, restriction or 
distortion of competition within the common market, and in particular those 
which: 
(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading 
conditions; 
(b) limit or control production, markets, technical development, or investment; 
(c) share markets or sources of supply; 
(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading 
parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; 
(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties 
of supplementary obligations which, by their nature or according to 
commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. 
2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this article shall be 
automatically void. 
3.  The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in 
the case of:  

                                                 
59  Ibid., hal. 161-162 
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- any agreement or category of agreements between undertakings, 
- any decision or category of decisions by associations of undertakings, 
-  any concerted practice or category of concerted practices, which 
contributes to improving the production or distribution of goods or to 
promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair 
share of the resulting benefit, and which does not:  

(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not   
indispensable to  he attainment of these objectives; 
(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in 

respect of a substantial part of the products in question.” 
 

Sedangkan pasal 82 secara lengkapnya berbunyi:  

 

“(1) Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within 
the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as 
incompatible with the common market insofar as it may affect trade 
between Member States."  
(2) Such abuse may, in particular, consist in: 
(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or 
other unfair trading conditions; 
(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice 
of consumers; 
(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other 
trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; 
(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other 
parties of supplementary obligations which, by their nature or according 
to commercial usage, have no connection with the subject of such 
contracts.” 

 

Pada Uni Eropa, setiap negara anggota memiliki lembaga penegak hukum 

persaingannya masing-masing, Uni Eropa memiliki sebuah lembaga yang 

mengawasi pelaksanaan aturan persaingannya sendiri. Setiap negara dapat 

menerapkan aturan persaingan Uni Eropa sekaligus aturan persaingannya sendiri 

terhadap kasus-kasus yang muncul dan dapat mengadili berdasarkan prosedur 

administrasi dan hukum acara peradilan di negaranya masing-masing.60 Jika 

muncul kasus-kasus yang menghambat persaingan yang dilarang baik oleh aturan 

persaingan negara anggota maupun Uni Eropa maka aturan yang dikeluarkan Uni 

Eropa yang didahulukan.61 

                                                 
60 Ibid., hal. 178-179. 
61 Ibid. 
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Praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat secara substansial bertolak 

belakang dengan prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate 

Governance atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik menerapkan prisnip 

kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas di dalam perusahaan, 

yang selalu dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatannya.62 Salah satu bentuk praktek usaha anti persaingann 

adalah praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah 

tender. Dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, maka pelaku 

usaha akan memposisikan para pesaingnya sebagai mitra usaha yang setara, 

sehingga dapat tercapai win-win solution.63 Yang dimaksud dengan win-win 

solution dalam konteks ini adalah, bahwa suatu keadaan dimana para pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berupaya menjunjung tinggi dan 

mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan prinsip win and loss, yaitu 

salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan.64 

  

2.2. Bentuk Anti Persaingan Usaha Yang Dilarang Dalam Undang-Undang  

Sebelum membahas lebih jauh tentang bentuk anti persaingan usaha yang 

dilarang oleh undang-undang, terlebih dahulu kita harus mengerti asas dan tujuan 

dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Asas dari Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 sebagaimana Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan: 

 

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.  

 

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan 

ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat 

ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi pada 

                                                 
62 Hermansyah,Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2009), hal. 58-59. 
63 Ibid.  
64 Ibid. 
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dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar.65  

Adapun tujuan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur 

pada pasal 3 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan 

efisiensi ekonomi nasional, .mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 

menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, terciptanya 

efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.66  

Dari penjabaran asas dan tujuan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999, 

maka tentu sudah jelas apa yang ingin dicapai oleh undang-undang ini, sehingga 

perlu diatur mengenai bentuk dan perjanjian yang dilarang agar tidak terjadi 

praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai perjanjian yang dimaksud 

dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidaklah sama dengan perjanjian yang 

dimaksud dengan perjanjian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer). Menurut hukum perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.67 Selain dari perjanjian, dikenal pula istilah perikatan. Namun, KUHPer 

tidak merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karenanya doktrin berusaha 

merumuskan apa yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan 

hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menutut sesuatu hal (prestasi) dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi 

tuntutan tersebut.68 Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian 

merupakan salah satu sumber dari perikatan. suatu perikatan ada yang lahir karena 

perjanjian dan ada yang dilahirkan karena undang-undang.69 Suatu prestasi dalam 

suatu perikatan dapat berupa 3 macam. Pertama kewajiban untuk memberikan 

                                                 
65 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf. 
66 Ibid.  
67 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. 

Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarat: Pradya Pramita, 2002), pasal 1313. 
68 Ibid. 
69 Ibid., pasal 1233. 
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sesuatu. Kedua, kewajiban untuk berbuat sesuatu, dan ketiga kewajiban untuk 

tidak berbuat sesuatu.70 

Dengan demikian ada sedikit perbedaan mengenai arti perjanjian dengan 

yang ada di KUHPer dengan yang ada didalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1999. Definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 yaitu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri 

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis 

maupun tidak tertulis. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis ini keduanya diakui 

atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha. Sebelumnya 

perjanjian tidak tertulis umumnya dianggap tidak begitu kuat sebagai alat bukti di 

pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini lebih 

menekankan dan mengganggap bukti tertulis dan otentik sebagai alat bukti yang 

kuat.71 

Adapun hal-hal yang dilarang di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

antara lain adalah perjanjian ataupun dengan melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan anti persaingan. Menurut UU No. 5/1999, perjanjian yang dilarang 

antara lain: 

1. Oligopoli  

Pengertian menurut Black’s Law Dictionary oligopoli adalah  

  

“Economic condition where only a few companies sell substansially 

similar or standarized products”. 

 

Dari definisi diatas, oligopoli dapat diartikan suatu situasi ekonomi dimana 

terdapat hanya sedikit penjual. Struktur pasar oligopoli ini sendiri terdapat 

beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar (70% - 

80%) dari seluruh pasar, disamping itu terdapat pula beberapa perusahaan 

kecil.72 Contoh putusan KPPU terkait dengan larangan perjanjian oligopoli 

                                                 
70 Ibid., pasal 1234. 
71 Ibid.  
72 Pandu Soetjitro, “Praktek Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan.” (Tesis magister 
Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), hal. 47. 
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adalah pada kasus jasa pelayanan taksi di Batam dengan Putusan Perkara 

No. 28/KPPU-L/2007 

2. Penetapan harga 

Perjanjian penetapan harga adalah salah satu strategi yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan yang besar. Dengan adanya perjanjian penetapan harga, para 

pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan 

dapat memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada 

konsumen, dimana biasanya harga yang diberikan kepada konsumen 

merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal ini dilakukan 

oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, 

hal ini mengakibatkan konsumen tidak memiliki banyak pilihan, kecuali 

menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah 

melakukan perjanjian penetapan harga tersebut. Contoh putusan KPPU 

yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga adalah pada kasus kartel 

sms dengan Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007  

3. Pembagian wilayah 

Pembagian wilayah adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk 

membagi wilayah pemasaran terhadap barang atau jasa. Cara ini dilakukan 

untuk menghindari persaingan dengan pelaku usaha usaha lain yang 

bertempat di wilayah yang sama. Dengan adanya pembagian wilayah ini, 

maka pelaku usaha dapat menaikkan harga atau menurunkan produksinya 

atau barang yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Adapun yang menjadi tujuan dari perjanjian pembagian wilayah 

adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang 

atau jasa atau yang dikenal dengan istilah “location clause” yaitu suatu 

klausula yang mengatur lokasi dimana suatu pelaku usaha diberikan 

kewenangan untuk menjual barang atau jasa. Tujuan lebih lanjutnya 

adalah untuk mengontrol kepadatan distribusi dan mencegah terjadinya 

kelebihan barang pada lokasi tertentu. Perjanjian pembagian wilayah ini 

dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian 
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menjadi memonopoli pada wilayah dimana dia dialokasikan.73 Contoh dari 

putusan KPPU yang berkaitan dengan perjanjian pembagian wilayah 

adalah pada kasus jasa pelayanan taksi di kota Batam dengan Putusan 

Perkara No. 28/KPPU-L/2007. 

4. Pemboikotan  

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang 

dilakukan para pelaku usaha dengan tujuan untuk mengeluarkan pelaku 

usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha 

yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, 

yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan 

pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. 

Pemboikotan pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok 

pesaing. Namun demikian boikot dapat pula merupakan tindakan sepihak 

untuk menghentikan suplai ataupun pembelian kepada pihak tertentu atau 

penerapan syarat-syarat tertentu kepada konsumen atau supplier tertentu 

yang tidak melakukan tindakan yang dikehendaki oleh pemboikot. Jadi 

tindakan pemboikotan bisa merupakan untuk memaksa agar mengikuti 

perbuatan si pemboikot atau bisa pula merupakan suatu hukuman bagi 

pelanggar. 

5. Kartel  

Salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam undang-

undang ini adalah kartel. Kartel umumnya diterjemahkan sebagai 

persetujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan 

pemasaran suatu produk tertentu.74  Praktek kartel merupakan salah satu 

strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi 

harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika 

produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap 

                                                 
73  Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
74 Frien Jones Iven H. Tambun, http://library.usu.ac.id/index.php/index.php?option=com-

_journal_-review&id=5356&task=view, diunduh tanggal 6 April 2011 
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produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga 

ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk 

mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap 

penurunan harga produk mereka di pasar.75 Contoh dari kartel minyak 

OPEC. 

6. Trust 

Trust sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang 

didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri 

tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan 

membentuk organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh 

proses produksi dan atau pemasaran suatu barang. Suatu trust terjadi 

dimana sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka pada suatu 

“badan trustee” yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang 

sama kepada anggota trust.76  

7. Oligopsoni  

Oligopsoni adalah bentuk suatu pasar yang di dominasi oleh 

sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar 

ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur 

pasar ini terpusat di pasar input. Dengan demikian distorsi yang 

ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input.77 

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktek anti persaingan yang 

cukup unik, karena dalam praktek oligopsoni yang menjadi korban adalah 

produsen atau penjual, karena biasanya untuk bentuk praktek anti 

persaingan lain yang menjadi korban pada umumnya adalah konsumen. 

Dalam oligopsoni, kesepakatan dibuat antara konsumen dengan konsumen 

lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai 

pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat 

mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.  

 

                                                 
75 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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8. Integrasi vertikal 

Untuk meningkatkan penghasilan, perusahaan biasanya melakukan 

peningkatan produksinya. Tetapi bagi perusahaan yang sudah berproduksi 

dalam kapasitas penuh, tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan 

penghasilannya. Dalam hal ini, maka peningkatan produksi hanya dapat 

dilakukan pelaku usaha tersebut dengan meningkatkan skala 

perusahaannya. Terjadi peningkatan dalam skala perusahaan akan 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi dibandingkan 

sebelum pelaku usaha tersebut meningkatkan skala perusahaannya. Salah 

satu jalan yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan skala 

perusahaan adalah melalui integrasi dengan perusahaan lain yang berada 

pada level yang berbeda.78 Terkadang integrasi vertikal juga dapat 

menimbulkan efek-efek negatif bagi persaingan di antara pelaku usaha, 

seperti dapat mengurangi kompetisi di antara penjual ditingkat hulu, 

memfasilitasi kolusi di antara pelaku usaha di tingkat hulu, dimana dengan 

semakin meluasnya integrasi vertikal dapat memfasilitasi kolusi diantara 

perusahaan manufaktur karena pemotongan harga terlalu mudah dideteksi, 

integrasi vertikal kearah hilir dapat memfasilitasi diskriminasi harga, 

dimana integrasi sampai di tingkat retailer dapat memungkinkan 

perusahaan manufaktur mempraktekan diskriminasi harga tanpa harus 

mengkhawatirkan terhadap tindakan dari perusahaan retail lainnya, 

meningkatnya hambatan masuk dimana pelaku usaha yang harus melalui 

dua tahap jika ingin masuk ke dalam pasar, dengan semakin meluasnya 

praktek integrasi vertikal, kemudian membuat perusahaan manufaktur 

yang ingin masuk kedalam suatu industri, harus memiliki perusahaan 

pemasok sendiri yang menjamin pasokannya karena perusahaan pemasok 

yang ada sudah terintegrasi dengan perusahaan manufaktur yang lain, atau 

perusahaan manufaktur untuk memasarkan produknya terpaksa harus 

                                                 
78 Ibid. 
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memiliki perusahaan ritel tersendiri karena perusahaan ritel yang ada juga 

sudah terintegrasi dengan perusahaan manufaktur yang lain. 79 

10. Perjanjian tertutup.  

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara 

mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau 

jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup ini terdiri 

dari: 

a. Exclusive Distribution Agreement 

Exclusive distribution agreements yang dimaksud disini adalah 

pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat 

persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok 

atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau 

pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa 

hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu 

saja oleh pelaku usaha manufaktur. Permasalahan dalam exclusive dealing 

adalah kemungkinan matinya suatu pelaku usaha karena tidak 

mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan 

menjual produknya80.  

b. Tying Agreement 

Tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan 

perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang 

berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang 

atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut 

juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Melalui praktek tying 

agreement, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli 

yang dimiliki pada barang atau jasa yang pertama kali dijual ke barang 

atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen.  

 

 

                                                 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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c. Vertical Agreement on Discount 

Pengertian dari vertical agreement on discount yaitu apabila pelaku 

usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang 

dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli 

produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk 

yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. 

Akibat yang mungkin muncul dari perjanjian di atas adalah mengenai 

adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga 

diskon, yang kemudian diharuskan untuk membeli produk lain dari pelaku 

usaha pemasok.  

9. Perjanjian dengan pihak luar negeri 

Perjanjian ini merupakan suatu keadaan khusus apabila pelaku 

usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di 

luar negeri, dengan maksud untuk melakukan monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. Maka dengan demikian, maka adanya suatu 

perjanjian untuk membuktikan bahwa telah terjadi praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat adalah haruslah ada, apabila tidak ada 

perjanjian maka pasal ini tidak dapat dikenakan kepada pelaku usaha.81 

Sedangkan perbuatan yang dilarang yaitu: 

1. Monopoli 

Monopoli itu sebenarnya bukan merupakan suatu kejahatan atau 

bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang fair 

dan tidak melanggar hukum. Hal yang dilarang adalah perbuatan-

perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk 

menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut 

sebagai praktek monopoli. Unsur-unsur dari praktek monopoli yaitu 

terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha, 

terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa , 

terjadi persaingan usaha tidak sehat, serta tindakan tersebut merugikan 

kepentingan umum.82 Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan 

                                                 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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monopolisasi jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan 

atau mematikan perusahaan lain; dan syarat kedua, pelaku usaha tersebut 

telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannnya.83 

Sebetulnya istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris, yaitu monopoly 

dan istilah tersebut menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani, yakni 

“monos polein” yang berarti sendirian menjual.84 Contohnya adalah pada 

kasus pengadaan hologram pita cukai oleh PT Pura Nusa Persada. 

Akibat yang dapat timbul apabila suatu perusahaan mempunyai 

kesempatan untuk menetapkan harga dikarenakan barang atau jasa yang 

dihasilkan bersifat no substitutes adalah harga barang atau jasa tersebut 

terjadi peningkatan. Dengan meningkatnya harga tersebut maka dapat 

terjadi eksploitasi terhadap daya beli konsumen secara berlebih. Dengan 

kekuatan monopoli yang dimiliki, maka suatu perusahaan bisa 

menciptakan entry barrier untuk mencegah atau mempersulit pesaing yang 

akan masuk, sehingga pesaing tersebut tidak mampu masuk kedalam pasar 

monopoli ataupun bertahan dalam pasar. 

2. Monopsoni 

Apabila dalam monopoli, seorang atau satu kelompok usaha 

menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, maka 

istilah monopsoni, diartikan sebagai seorang atau satu kelompok usaha 

yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk.  

Dalam teori ekonomi disebutkan pula, bahwa monopsoni merupakan 

sebuah pasar dimana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. 

Dalam pasar monopsoni, biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah 

dari harga pada pasar yang kompetitif. Biasanya pembeli tunggal ini pun 

akan menjual dengan harga yang tinggi. Pada kondisi inilah potensi 

kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan 

                                                 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak 

sehat.85 

3. Penguasaan pasar 

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar 

merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan 

pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat 

keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk 

memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pihak yang dapat 

melakukan penguasaan pasar ini adalah para pelaku usaha  yang 

mempunyai kekuatan yang besar di pasar, yaitu pelaku usaha yang dapat 

menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa 

yang di pasar yang bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tidak  harus 

100%, penguasaan sebesar 50 % atau 75 % saja sudah dapat dikatakan 

mempunyai market power.86 Contoh kasus penguasaan pasar adalah pada 

kasus jasa audit PT. Telkom. 

4. Persekongkolan 

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam 

persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku 

usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. 

Istilah persekongkolan (conspiracy) pertama kali ditemukan pada Antitrust 

Law di Amerika Serikat yang didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah 

Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 The 

Sherman Act 1890, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan ; “….. 

persekongkolan untuk menghambat perdagangan …..(….conspiracy in 

restraint of trade…..) ”. Mahkamah Tertinggi USA juga menciptakan istilah 

“concerted action” untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal 

menghambat perdagangan, dan kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan 

                                                 
85 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
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pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya 

dapat disimpulkan dari kondisi yang ada.87 Contoh kasus mengenai 

persekongkolan adalah pada tender pengadaan alat kesehatan di RSUD 

Bekasi. 

5. Posisi dominan 

Posisi dominan menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Oleh 

karena itu, setiap pelaku usaha berusaha menjadi yang lebih unggul pada 

pasar yang bersangkutan. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum 

persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam 

mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul 

pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara 

yang benar.88 Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi 

yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar89. 

Dengan pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki market 

power. Dengan market power tersebut, perusahaan dominan dapat 

melakukan tindakan tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya. 

Contoh kasus mengenai posisi dominan adalah pada kasus pengelolaan air 

bersih di Pulau Batam. 

6. Jabatan rangkap 

Hubungan afiliasi melalui jabatan rangkap ini dapat memberikan 

pengaruh terhadap perilaku pelaku usaha yang diafiliasi. Seseorang yang 

menjabat di suatu perusahaan sebagai Komisaris atau Direktur dan pada 

waktu bersamaan menjabat juga di perusahaan yang lain baik sebagai 

Komisaris atau Direktur, maka jabatan rangkap tersebut (interlocking 

directors) yang demikian dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam 

berbagai cara. Jadi, jabatan rangkap Direksi atau Komisaris oleh seseorang 

dapat menimbulkan hambatan persaingan usaha bagi pelaku usaha 

pesaingnya, karena para pelaku usaha yang dipimpin oleh orang tersebut 

akan menimbulkan perilaku yang sama ke pasar yang mengakibatkan 

pelaku usaha tersebut dapat bertindak sebagai satu pelaku usaha. Perilaku 

                                                 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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seperti ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang 

bersangkutan bahkan merugikan pesaing-pesaingnya.90 

 

7. Pemilikan saham 

Hubungan afiliasi pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat 

dilihat dari aspek kepemilikan saham suatu pelaku usaha di dua atau lebih 

pelaku usaha baik yang bergerak dibidang usaha yang sama atau dengan 

pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha yang menguasai saham mayoritas 

dibeberapa pelaku usaha dan mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih 

dari 50% untuk monopolis dan lebih dari 75% untuk oligopolis dapat 

mengakibatkan posisi dominan.91  

 

8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk 

memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Keuntungan maksimal akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai 

cara, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan 

metode merger. Maksimalisasi keuntungan diharapkan dapat terjadi karena 

secara teori, merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu 

mengurangi biaya produksi perusahaan hasil merger. Selain untuk alasan 

efisiensi, merger juga merupakan salah satu bentuk pelaku usaha untuk 

keluar dari pasar atau bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi 

yang dapat dilakukan untuk meneruskan usahanya. Sehingga merger juga 

dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami 

kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat 

terlindungi dari kepailitan.92  

 

 

  

                                                 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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2.3 Asas Per Se dan Rule of Reason 

Undang-undang Anti monopoli dan Larangan Persaingan Usaha TIdak 

Sehat No.5 Tahun 1999 menganut dua asas, per se illegal dan rule of reason. 

Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga 

otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian 

atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau 

kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, 

pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha 

tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang 

ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.93  

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan per se 

illegal, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada perilaku bisnis dari pada 

situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai 

pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang 

melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap adil, jika perbuatan ilegal 

tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan, 

yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau 

mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan 

perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun 

dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.94  

Berbeda halnya dengan per se illegal, penggunaan pendekatan rule of 

reason ditujukan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam 

“grey area”95 diantara legalitas dan ilegalitas. Penggunaan pendekatan rule of 

reason ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap 

undang-undang. Keunggulan rule of reason adalah, menggunakan analisis 

ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah 

suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Pengujian 

terhadap dampak ekonomi seperti tersebut di atas diakui oleh sementara kalangan 

                                                 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95  Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 

hal. 67. 
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merupakan salah satu kesulitan dari pembuktian dengan pendekatan rule of 

reason.96  

 

2.4 Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Peran dan fungsi KPPU sejak berdiri 10 tahun yang lalu sudah terasa 

dalam kehidupan masyarakat bangsa ini. KPPU telah menjadi satu-satunya 

lembaga yang konsisten dan tegas menjalankan amanah UU No 5 tahun 1999 

tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU telah 

menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di negara ini.97 KPPU juga tidak 

henti-hentinya menangani setiap perkara baik perkara berdasarkan laporan 

masyarakat maupun perkara inisiatif KPPU sendiri. Peran KPPU di era globalisasi 

saat ini sangat diperlukan karena persaingan antar dunia usaha semakin tinggi.98  

Atas perkara yang berasal dari laporan masyarakat maupun perkara 

inisiatif KPPU sendiri, setiap perkara tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu. 

Untuk membuktikan bahwa pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, UU No.5 tahun 1999 pasal 42 menentukan 

bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan 

terlapor. Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan 

menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah.99   

Keterangan saksi diperlukan untuk membantu membuktikan ada atau 

tidaknya pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Saksi menurut Surat 

Keputusan KPPU No. 1 tahun 2006 adalah setiap orang atau pihak yang 

mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan 

pemeriksaan. Saksi diharapkan dapat menerangkan tentang peristiwa yang 

                                                 
96 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf. 
97 http://matanews.com/2010/01/26/kppu-salah-satu-pilar-pertumbuhan-ekonomi/, 

diunduh pada tanggal 2 April 2011.   
98 Ibid.  
99 Lihat Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006. 
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diketahui, dilihat, dan dialaminya sendiri berkaitan dengan dugaan pelanggaran 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999.  

Selanjutnya alat bukti yang digunakan di KPPU adalah keterangan saksi 

ahli. Ahli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang orang yang 

mahir, paham sekali di suatu ilmu; mahir benar. Menurut pasal 1 ayat 15 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 definisi ahli 

adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran 

dan memberikan pendapat guna kepentingan Pemeriksaan. 

Surat dan atau dokumen juga menjadi alat bukti di dalam Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999. Keduanya merupakan alat bukti tertulis. Arti surat menurut 

pasal 2 huruf (m) Peraturan Prosedur BANI, yang dimaksud dengan tulisan adalah 

baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah dokumen-dokumen yang 

ditulis atau dicetak di atas kertas, tetapi juga dokumen-dokumen yang dibuat dan 

atau dikirimkan secara elektronis, yang meluputi tidak saja perjanjian-perjanjian, 

tetapi juga pertukaran korespondensi, catatan-catatan rapat, telex, telefax, e-mail, 

dan bentuk–bentuk komunikasi lainnya yang sedemikian; dan tidak boleh ada 

perjanjian, dokumen korespondensi, surat pemberitahuan atau instrumen lainnya 

yang dipersyaratkan untuk diwajibkan secara tertulis, ditolak secara hukum 

dengan alasan bahwa hal-hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronis.  

Petunjuk juga merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam 

pembuktian perkara persaingan usaha. Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 tidak diberikan penjelasan mengenai alat bukti petunjuk. Mengenai 

penjelasan mengenai petunjuk ini, kita merujuk kepada  Peraturan Komisi No. 1 

Tahun 2010 pasal 72 yang mengatakan bahwa petunjuk merupakan pengetahuan 

dari Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya. 

 Keterangan terlapor adalah alat bukti terakhir yang disebutkan dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Keterangan terlapor adalah apa yang terlapor 

nyatakan di depan Majelis Komisi mengenai perjanjian, perbuatan yang ia 

lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami sendiri.100 Pada Peraturan Komisi No. 

1 Tahun 2010 pasal 72 ayat 4 dikatakan bahwa keterangan terlapor tidak dapat 

                                                 
100 Ibid. 
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ditarik kembali kecuali ada alasan yang sangat kuat dan dapat diterima oleh 

Majelis Komisi. 

 Selain alat bukti yang telah dijelaskan diatas, KPPU juga mengenal 

mengenai indirect evidence Pada beberapa putusan KPPU, terutama pada kasus 

kartel, indirect evidence ini dijadikan sebagai alat bukti. Putusan KPPU yang 

menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti antara lain perkara nomor 

24/KPPU-I/2009 mengenai kartel minyak goreng, perkara nomor 01/KPPU-

I/2010 mengenai kartel semen. Munculnya indirect evidence dikarenakan 

pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sulit untuk 

dilakukan. Perkom No. 4 tahun 2010 mengatakan bahwa untuk membuktikan 

bahwa pelaku usaha telah melakukan kartel, maka komisi harus berupaya 

memperoleh satu atau lebih alat bukti, sehingga, dengan adanya alat bukti tidak 

langsung ini, maka alat bukti petunjuk yang didapat dari indirect evidence bisa 

membuktikan pelaku usaha tersebut telah melakukan kartel. 

Indirect evidence ini biasanya menggunakan analisis ekonomi. Analisis 

ekonomi ini mempunyai peranan utama dalam proses pembuktian hukum 

persaingan usaha, terutama dalam beberapa putusan KPPU terakhir mengenai 

kasus kartel. Indikator-indikator ekonomi yang digunakan oleh KPPU untuk 

menilai terjadinya persaingan usaha tidak sehat, anatara lain Hirschman 

Herfindahl Index, analisis Parker-Roller model, perbandingan Earning Before 

Tax, Interest, Depreciation, and Amortization Margin dan Return on Capital 

Employed untuk mengukur tingkat keuntungan, serta berbagai metode untuk 

mengukur kerugian konsumen.101 Keseluruhan hasil analisis ekonomi tersebut 

dipergunakan oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menilai ada 

tidaknya pelanggaran hukum persaingan. 

 
 
 
 

                                                 
101 http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2008_edisi10.pdf, 

diunduh pada 13 April 2011 
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BAB 3 

 
EKSISTENSI INDIRECT EVIDENCE DALAM KAITANNYA DENGAN 

SISTEM PEMBUKTIAN DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

 

3.1.  Hukum Acara Persaingan Usaha 

Masalah pembuktian dan alat bukti, merupakan satu kesatuan dalam 

hukum acara. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara jelas 

hukum acara bagi KPPU dalam menjalankan tugas yang diamanatkan baginya 

untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para 

para saksi.102  Memahami hukum acara yang berlaku akan memudahkan 

pemahaman terhadap isi putusan karena putusan KPPU mencoba untuk 

menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui di dalam hukum acara yang berlaku 

sehingga berpengaruh terhadap struktur putusan KPPU. Hukum acara untuk 

permasalahan hukum persaingan hanya diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 

1999, Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan 

Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1999 

serta Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Pada Undang-

undang No 5 Tahun 1999 maupun Perkom No. 1 Tahun 2010 tidak dijelaskan 

apakah apabila dalam praktek ketentuan tersebut tidak memadai dapat digunakan 

hukum acara berdasar ketentuan KUHAP. KUHAP dirujuk dalam hal ini karena 

fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal dalam Hukum Acara 

Perdata.103 Selain itu juga karena yang ingin dicari oleh KPPU adalah 

                                                 
102  Joni Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha  Filosofi, Teori, Implikasi   Penerapannya   

di Indonesia, hal. 277.  
103 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf. 
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kebenaran materiil, sedangkan yang akan dicari dalam Hukum Perdata adalah kebenaran 

formil.104 Dalam mencari kebenaran materiil, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku 

usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk menimbulkan keyakinan, maka Komisi 

harus memastikan ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli 

atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam proses mencari kepastian tersebut, Komisi 

berwenang memanggil pelaku usaha yang dengan alasan yang cukup diduga telah melakukan 

pelanggaran. Pengertian dari dugaan yang cukup beralasan adalah dugaan yang dihasilkan 

dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi. Pelaku usaha diberi hak untuk 

mengemukakan pendapatnya sebagai upaya pembelaan diri terhadap tuduhan Komisi. Setelah 

adanya dugaan dan mendengarkan pembelaan pelaku usaha, demi mendapatkan kebenaran 

materiil, maka Komisi dapat melakukan pembuktian dengan cara memanggil saksi, saksi ahli 

dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran.105  

Setelah melakukan penyelidikan, mendengarkan pembelaan dari pelaku usaha dan 

melakukan pembuktian, maka Komisi dapat mengambil putusan. Putusan berupa ada 

tidaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang diperiksa serta ada tidaknya 

kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Dengan melihat 

pada proses penyelidikan sampai dengan pengambilan putusan yang dilakukan oleh Komisi, 

maka jelaslah bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat  adalah kebenaran materiil yang berdasar pada bukti-bukti yang nyata, serta 

keyakinan Komisi yang tidak terbantahkan.106  

 

3.1.1 Penanganan Laporan Serta Pemeriksaan Berdasarkan Inisiatif KPPU 

Wewenang KPPU antara lain menangani dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5 

Tahun 1999 berdasarkan laporan masyarakat yang dirugikan atau mengetahui adanya 

pelanggaran undang-undang persaingan.107 Selain menangani laporan dugaan pelanggaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha, KPPU juga dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan 

inisiatifnya sendiri.108 Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan 

karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku 

                                                 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Indonesia (a), Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 36. 
108 Pasal 2 (1) huruf c Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. 
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usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan.109 Setelah menerima 

laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki 

pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staf 

komisi,  

Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar insiatif 

dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap Undang-undang 

No 5 Tahun 1999. Dalam pemeriksaan atas inisiatif110, KPPU pertama-tama akan membentuk 

suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam 

menjalankan tugas ini, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya majelis komisi 

menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.111 Untuk mengetahui apakah 

pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif 

dari KPPU, dapat dilihat dari nomor perkaranya. Untuk perkara atas dasar laporan nomor 

perkara tersebut adalah: Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/Tahun.112 

Berdasarkan aturan-aturan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan 

Komisi No. 1 Tahun 2010  tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Dugaan Pelanggaran 

Terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999, proses penanganan perkara di KPPU dilakukan 

melalui berbagai tahapan yang diurutkan sebagai berikut. 

 

 

3.1.2 Tahap Klarifikasi Dan Atau Kelengkapan Laporan Yang Disampaikan Oleh 

Publik 

Klarifikasi laporan dilakukan dengan maksud untuk memeriksa kelengkapan 

administrasi laporan, memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor, memeriksa kebenaran 

alamat saksi, memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang persaingan, serta 

menilai kompetensi absolut terhadap laporan.113 Apabila laporan tersebut belum memenuhi 

syarat yang telah disebutkan diatas, maka laporan tersebut dikembalikan kepada pelapor, dan 

dikembalikan paling lama 10 hari sejak diterimanya laporan. Apabila pelapor mengembalikan 

laporan tersebut lebih dari jangka waktu 10 hari, maka laporan tersebut dinyatakan tidak 

                                                 
109 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
110 Lihat Pasal 2 ayat 4 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 mengenai penanganan perkara berdasarkan 

inisiatif  komisi 
111 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
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Indirect evidence ..., Satrio Laskoro, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



lengkap dan penanganannya dihentikan.114 Pelapor dapat mengajukan laporan baru apabila 

menemukan bukti baru yang lengkap.115 

 

3.1.3 Tahap Pemeriksaan Pendahuluan 

Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan 

atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 ayat 1 UU 

No.5/1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah tiga puluh hari 

sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk 

pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak 

tanggal surat penetapan Majelis Komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. 

Sedangkan untuk pemeriksaan berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan 

penelitian terhadap kejelasan laporan.116 Apabila laporan telah lengkap, KPPU akan 

mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan. 

Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat penetapan Komisi.117 

 

 

 

3.1.4. Tahap Pemeriksaan Lanjutan 

Tahap berikutnya setelah tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pemeriksaan 

lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan 

untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila 

telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau 

apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan 

pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 UU Antimonopoli 

menetukan bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya 

pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pelaku usaha yang 

sedang diperiksa oleh KPPU mempunyai status hukum yang berbeda tergantung jenis 

perkaranya apakah laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan adanya 

laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai “terlapor.” Sedangkan untuk 

perkara yang berdasar inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi.”118 

                                                 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid.. 
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3.1.5.  Tahap Pembuatan Putusan 

Pada pasal 43 ayat (3) dikatakan bahwa Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau 

tidak terjadi pelanggaran undang-undang persaingan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) UU No 5 

Tahun 1999 disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dalam suatu sidang 

Majelis yang beranggotakan sekurang kurangnya 3 orang anggota Komisi. 

 

3.1.6. Pembacaan Putusan Oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Putusan komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan 

segera diberitahukan kepada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4) Undang-undang No 5 Tahun 

1999). Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (4) undang-undang ini yang dimaksudkan 

dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan 

komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya.119 Undang-undang No.5 Tahun 1999 

tidak menyebutkan secara rinci apakah petikan putusan tersebut harus disampaikan secara 

langsung kepada pelaku usaha (in person) atau dapat dilakukan dengan metode lain.120 

Dengan berpegang  pada asas efisiensi serta keterbukaan, maka pada asasnya Komisi harus 

berusaha memberitahukan putusannya pada pelaku usaha yang bersangkutan pada hari yang 

sama dengan hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Dengan mengingat pada 

pendeknya waktu (yakni 14 hari) yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan upaya 

hukum keberatan terhadap putusan Komisi, maka selayaknyalah pemberitahuan putusan tidak 

harus dilakukan dengan in person melainkan dapat dilakukan dengan bantuan sarana 

komunikasi yang modern seperti e-mail atau fax.121 

 

3.2. Upaya Hukum 

Apabila pelaku usaha tidak puas akan hasil putusan KPPU, maka pelaku usaha 

tersebut dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Jangka waktu 

pengajuan upaya hukum keberatan adalah 14 (empat belas) hari sejak menerima putusan 

Komisi. Tentang pengajuan upaya hukum keberatan ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2003122. Ketika upaya hukum keberatan ini diajukan, maka KPPU 

                                                 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003 telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan 

Mahkamah Agung  No. 3 Tahun 2005 
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merupakan “pihak”. Akan tetapi, Perma tersebut hanya membatasi makna KPPU sebagai 

“pihak” dengan meletakkan kewajiban untuk menyerahkan keputusan dan berkas 

pemeriksaan serta dapat melakukan pemeriksaan tambahan apabila diminta oleh pengadilan 

negeri.123 Dengan demikian, Perma No. 1 Tahun 2003 melakukan penyempitan makna bahwa 

status KPPU sebagai “pihak” tidak sama dengan “pihak” dalam perkara lain di luar perkara 

persaingan usaha.124  

Jika pelaku usaha tidak menerima putusan PN dalam perkara keberatan, berdasarkan 

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No 5 Tahun 1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak 

diterimanya putusan keberatan dari PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

Hal ini berbeda dengan hukum acara perkara perdata biasa, yang harus melewati terlebih 

dahulu tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi.125 MA dalam waktu 30 hari sejak 

permohonan kasasi diterima harus memberikan putusannya. Selain upaya hukum keberatan 

dan kasasi, pelaku usaha juga dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan 

Kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 

menyebutkan syarat-syarat untuk melakukan peninjauan kembali antara lain: 

a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang 

diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang ternyata 

palsu; 

b. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara 

diperiksa tidak dapat ditemukan; 

c. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; 

d. Bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 

e. Pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh 

Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang 

bertentangan satu dengan yang lain; 

f. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang 

nyata. 

 

3.3.  Sistem Pembuktian Didalam Peradilan Perkara Persaingan Usaha 
                                                 

123 Joni Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Implikasi Penerapannya di Indonesia, hal. 
277  

124 Ibid. 
125 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf 
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Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hukum pembuktian 

mengenal beberapa sistem atau teori pembuktian yaitu sistem pembuktian semata-mata 

berdasarkan keyakinan hakim atau conviction intime (Bloot Gemoedelijkke Overtuiging), 

sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau conviction 

raiosonee/la conviction raisonee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer), sistem 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie), dan 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheori/ 

Negatief Wettelijk Stelsel).126 

 

3.3.1 Sistem pembuktian Semata-Mata Berdasarkan Keyakinan Hakim atau 

Conviction-in time (Bloot Gemoedelijkke Overtuiging) 

Sistem pembuktian ini berasal dari kata bloot, berarti semata-mata dan kata 

gemoedelijkke, berarti keyakinan hakim.127 Sistem pembuktian conviction in time 

menentukan pembuktian semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dari 

mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem 

ini. Sistem pembuktian conviction-in time, sudah barang tentu mengandung kelemahan. 

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata “atas dasar 

keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.128  

 

3.3.2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis atau 

Conviction Raiosonee/La Conviction Raisonee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije 

Bewijsleer) 

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan 

penting. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika 

dalam sistem pembuktian conviction in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas, 

maka pada sistem conviction raiosonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-

alasan yang jelas”. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan 

benar-benar dapat diterima akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian 

                                                 
126 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan  Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 277. 
127 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 

1992), hal.28. 
128 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),  hal. 277. 
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bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije 

bewijstheorie).129 

 

3.3.3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif  (Positief 

Wettelijk Bewijstheorie) 

Sistem pembuktian ini didasarkan semata-mata atas alat pembuktian yang diakui sah 

oleh undang-undang. 130 Menurut ajaran ini, cukup dengan alat-alat bukti yang diakui oleh 

undang-undang saja sehingga tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain.131 Pembuktian menurut 

undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem 

pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time karena hanya berpedoman pada alat-

alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah 

“robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani.132 Dari sejak semula 

pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor 

keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa 

mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif 

keyakinannya.133 

 

3.3.4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif  (Negatief Wettelijk 

Bewijstheori/ Negatief Wettelijk Stelsel) 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian 

menurut keyakinan hakim atau conviction in time. Sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak 

belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian 

menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari 

hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu 

“sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Jadi, sistem ini memadukan 

                                                 
129 http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/, diunduh pada 

tanggal 3 Juni 2011. 
130 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 249. 
131 Ibid. 
132 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, hal. 257. 
133 Ibid., hal. 278 
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unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menjatuhkan putusan. 134 Hukum acara persaingan 

usaha menggunakan sistem pembuktian ini untuk membuktikan pelanggaran persaingan 

usaha oleh pelaku usaha. 

 

3.4. Alat Bukti Untuk Memutus Perkara Persaingan Usaha 

Sebelum kita membahas lebih jauh membahas mengenai eksistensi indirect evidence, 

ada baiknya kita mengupas lebih dalam mengenai alat bukti pada hukum persaingan. Pada 

bab sebelumnya, sudah dibahas secara sekilas mengenai alat-alat bukti pada undang-undang 

persaingan. Diantaranya yang bisa menjadi alat bukti adalah: 

 

3.4.1.  Keterangan Saksi 

Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai 

saksi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa di dalam Undang-undang No. 8 

tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa syarat 

minimal saksi agar dapat menjadi alat bukti adalah dua orang saksi. Pada Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 pada pasal 73 dikatakan bahwa saksi yang 

tidak boleh didengar keterangannya adalah keluarga sedarah atau semenda menurut garis 

keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terlapor dan atau pelapor, 

istri atau suami, anak yang belum berusia tujuh belas tahun, atau orang sakit ingatan. Perkom 

No. 1 Tahun 2010 juga mengatakan jika keterangan dari pihak tersebut diperlukan, maka 

Ketua Majelis Komisi dapat meminta pihak tersebut untuk didengar keterangannya. 

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di 

dalam persidangan. Pada hukum acara perdata di dalam Pasal 169 HIR diatur tentang syarat 

minimal keterangan saksi dalam hukum pembuktian, yaitu seorang saksi saja tanpa alat bukti 

lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup (unus testis nullus testis). Maksud pasal 

ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang 

saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada bukti lain 

adalah tidak cukup. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di pasal 104 Undang-

undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) disebutkan bahwa Keterangan saksi 

dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, 

dilihat, atau didengar saksi sendiri. Oleh Indroharto  dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan keterangan saksi tersebut adalah keterangan saksi yang didengar oleh hakim selama 

                                                 
134 Ibid., hal. 257 
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pemeriksaan perkara dilakukan.135 Dari ketentuan dalam Pasal 104 UU PTUN tersebut dapat 

diketahui bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu hal 

yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 

3.4.2. Keterangan Ahli 

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian pada hukum 

acara persaingan usaha. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut 

mengenai saksi ahli ini. Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh 

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal. Definisi ahli menurut kamus 

bahasa Indonesia adalah orang yang ahli, paham sekali di suatu ilmu (kepandaian).136 Pada 

Perkom No. 1 Tahun 2010 pada pasal 75 menjelaskan bahwa orang yang dapat menjadi ahli 

diwajibkan memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat yang berkaitan 

dengan keahliannya tersebut ataupun memiliki pengalaman yang sesuai dengan 

keahliannya.137 Pendapat ahli yang dianggap sebagai bukti merupakan pendapat yang 

dikemukakan dalam Sidang Majelis. Seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh 

memberikan pendapat sebagai ahli.  

Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan 

tentang bukti-bukti yang ada138 berkaitan dengan dugaan pelanggaran undang-undang 

persaingan. Apabila dibandingkan dengan hukum acara perdata, keterangan ahli diatur dalam 

Pasal 154 HIR, yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya 

dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena 

jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk 

diminta pendapatnya. Keterangan ahli diperlukan untuk memperjelas perkara di bidang 

persaingan usaha guna kepentingan pemeriksaan mengenai dugaan adanya pelanggaran 

undang-undang persaingan. Sebagai perbandingan dengan keterangan ahli dalam hukum 

acara peradilan tata usaha negara, ketentuan mengenai ahli diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 

103 UU PTUN, keterangan ahli adalah pendapat orang diberikan di bawah sumpah dalam 

persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. 

 

3.4.3. Dokumen dan atau Surat 

                                                 
135 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I 

Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, cet. 7. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 202. 
136 http://kamusbahasaindonesia.org/ahli, diakses pada 30 Mei 2011. 
137 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, Pasal 75 
138 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan; 1989), hal. 113. 
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Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat tulisan adalah segala 

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau 

untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 139 

Menurut Indroharto termasuk dalam pengertian surat atau tulisan adalah hasil dari 

pemeriksaan persiapan guna mematangkan perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan di 

muka sidang pengadilan nanti. 140 Berkaitan dengan alat bukti surat, Perkom No. 1 Tahun 

2010 pasal 76 menjelaskan mengenai surat atau dokumen yang dapat digunakan sebagai alat 

bukti. Surat atau dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti terdiri dari akta otentik, 

yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, akta di bawah tangan 

yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, surat 

keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, data yang 

memuat mengenai kegiatan usaha, antara lain data produksi, data penjualan, data pembelian, 

dan laporan keuangan, serta surat-surat lainnya.141 Pada hukum acara perdata alat bukti surat 

juga diklasifikasikan menjadi akta otentik, akta bawah tangan, dan akta sepihak142. Perbedaan 

dari ketiga macam surat itu yaitu daam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung 

dari cara pembuatannya.143 Akta otentik nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan 

mengikat.144 Pengertian dokumen sendiri menurut Undang-undang No. 8 tahun 1997, 

dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima 

oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau 

sarana lain mapun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan 

didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. 

Dokumen keuangan terdiri dari catatan bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi 

keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu 

perusahaan. Untuk dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi 

keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung 

dengan dokumen keuangan.145 

 

                                                 
139 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 116. 
140 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I 

Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, hal. 201. 
141 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, Pasal 73. 
142 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika; 2008), hal. 545. 
143 Retnowulan Sutantio,et al,  Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. 11, (Bandung:  

Mandar Maju; 2009), hal. 64 
144 Ibid. 
145 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet. 1, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 

hal. 66  
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3.4.4. Petunjuk 

Alat bukti petunjuk tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1999. Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah 

pengetahuan Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Petunjuk dapat 

dijadikan sebagai alat bukti harus ditentukan kasus per kasus.146 Mengenai alat bukti 

petunjuk, sebagai perbandingan dapat dikemukakan dalam KUHAP bahwa petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan 

yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

surat, terdakwa. Dalam UU PTUN pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan 

diyakini kebenarannya, dengan demikian hal ini dapat dipersamakan dengan definisi petunjuk 

yang disebutkan dalam Perkom No. 1 Tahun 2010. Menurut Wirjono Podjodikoro yang 

dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang dialami oleh hakim sendiri selama 

pemeriksaan perkara dalam sidang. 147 Pada hukum acara perdata, petunjuk ini dapat 

disamakan dengan persangkaan hakim. Pada dasarnya persangkaan adalah alat bukti yang 

bersifat tidak langsung. Misalnya, pembuktian ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu 

ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain.148 

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan 

: 

a.   Persangkaan berdasarkan kenyataan (feitelijke, rechterlijke vermoedens, atau 

paesumptiones facti). Hakimlah yang menentukan apakah mungkin dan seberapa jauhkah 

kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan 

peristiwa lain.149 

b.   Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke atau rechts vermoedens, praesumptiones 

juris). Undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan 

dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan150. Persangkaan berdasarkan 

hukum ini dibagi dua: 

                                                 
146 Knud Hansen, et al, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, Cet. 2, (Jakarta: Katalis; 2002), hal. 395.  
147 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan kesebelas, (Bandung: Sumur 

Bandung, 1982), hal. 125. 
148 http://justiceseeker.multiply.com/journal/item/6, diunduh pada 5 Juni 2011. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
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1.   Praesumptiones juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang 

memungkinkan adanya pembuktian lawan.151 

2.   Praesumptiones juris et de jure yaitu persangkaan yang berdasarkan hukum 

yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.152 

Persangkaan diatur dalam pasal HIR Pasal 172, RBG psl 310, dan  pasal 1915-1922 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata.153 Menurut pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim 

ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang 

kenyataannya. 

 

3.4.5. Keterangan Pelaku Usaha 

Keterangan terlapor adalah alat bukti terakhir yang disebutkan dalam Undang-undang 

No. 5 Tahun 1999. Keterangan terlapor adalah apa yang terlapor nyatakan di depan Majelis 

Komisi mengenai perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami 

sendiri.154 Pada Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 pasal 72 ayat 4 dikatakan bahwa 

keterangan terlapor tidak dapat ditarik kembali kecuali ada alasan yang sangat kuat dan dapat 

diterima oleh Majelis Komisi.155 Sebagai perbandingan, di dalam hukum acara pidana 

keterangan terlapor dapat disamakan dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ini 

bersifat bebas dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Pada hukum acara peradilan tata usaha 

negara dijelaskan bahwa pengakuan di muka hakim persidangan (gerechtelijke bekentenis) 

merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh 

salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau 

sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang 

mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.156 Pengakuan tersebut 

dapat diberikan secara lisan maupun tertulis.157 Pengakuan di muka hakim di persidangan 

tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari 

suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.158 

                                                 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2006, Pasal 64 ayat (2) 
155 Ibid.  
156 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 148.  
157 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, hal. 120, 
158 Soedikno Mertokoesoemo, hal. 149. 
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Berkaitan dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam pasal 

72 Perkom No. 1 Tahun 2010 ditentukan bahwa Majelis Komisi menentukan sah atau 

tidaknya sahnya suatu alat bukti. Pada kasus kartel, KPPU memberikan sebuah perlakuan 

khusus. Hal ini tercermin dalam Perkom no. 4 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa untuk 

membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh 

satu atau lebih alat bukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kasus kartel, 

dengan satu alat bukti sudah cukup untuk membuktikan adanya tindakan anti persaingan. 

Arnold Sihombing, Kepala Bagian Penanganan Pranata Hukum, KPPU menerangkan Perkom 

No. 4 Tahun 2010 mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perkom 4 Tahun 2010 yang 

mengatur bahwa “Pedoman ini merupakan standar minimal bagi komisi dalam melaksanakan 

tugasnya....”159, artinya bahwa Komisi tidak selalu menggunakan Perkom tersebut.160 

 

3.5. Pembuktian Dalam Perkara Persaingan Usaha 

Dalam teori hukum persaingan usaha, alat bukti dalam proses investigasi kartel dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama yaitu  bukti langsung yakni bukti yang dapat 

menjelaskan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas 

menerangkan materi kesepakatan. Direct evidence dan indirect evidence yang keduanya 

memberikan petunjuk atas peristiwa yang terjadi pada pasar. Dalam direct evidence, alat 

bukti yang dikumpulkan harus mendukung atau tidak mendukung adanya suatu peristiwa atau 

kegiatan yang telah dilakukan. Sedangkan indirect evidence, adalah alat-alat bukti yang tidak 

terkait secara langsung dengan peristiwa atau tindakan yang dimaksud, namun berdasarkan 

konsistensi indikasi-indikasi yang ada, dapat secara meyakinkan disimpulkan bahwa 

peristiwa atau tindakan yang dimaksud telah terjadi.161 

3.6.  PENGERTIAN SERTA JENIS INDIRECT EVIDENCE 

Indirect evidence atau circumstantial evidence telah digunakan oleh beberapa negara 

untuk membuktikan bahwa telah terjadi kartel. Negara-negara yang menggunakan indirect 

evidence ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Korea, Jepang. Di dalam OECD Policy 

Roundtables Prosecuting Cartels Without Direct Evidence tahun 2006, beberapa negara 

memberikan pandangannya mengenai pembuktian kartel tanpa adanya bukti langsung. 

Amerika Serikat menjelaskan “in the absence of direct evidence of an agreement, courts have 
                                                 

159 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c64264810de2/peraturan-kppu-pertahan-kan-
ketentuan-minimal-satu-alat-bukti, diunduh pada Tanggal 20 April 2011. 

160 Ibid. 
161 http://www.kppu.go.id/id/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/, diunduh pada 13 April 2011. 
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considered a wide range of economic evidence that might support a finding that a market is 

conducive to price-fixing.)162”, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa indirect evidence 

digunakan dikarenakan ketiadaan bukti langsung dalam perkara kartel, sehingga pengadilan 

mempertimbangkan cakupan yang luas dari bukti ekonomi yang mungkin dapat mendukung 

untuk menemukan bahwa pasar tersebut kondusif untuk penetapan harga. Korea mengatakan 

bahwa, 

 

“However, as cartel regulations are strengthened, enterprisers try to reach an agreement in 
secret and not to leave any explicit evidence, so it is not an easy task to prove the existence of 
an agreement. Therefore, when there is no direct evidence of an agreement, the KFTC proves 
a cartel case based on circumstantial evidence.”163  
 
maksud dari pernyataan ini adalah, walaupun regulasi mengenai kartel diperketat, para pelaku 
usaha tetap berusaha untuk melakukan perjanjian dan tidak meninggalkan bukti eksplisit, 
sehingga tidak mudah untuk membuktikan adanya perjanjian tersebut. Untuk itu, ketika tidak 
ada bukti langsung dari adanya perjanjian, maka KFTC membuktikan kartel berdasarkan 
circumstantial evidence. Jepang menjelaskan  
 
“Even if no direct evidence is found to prove the existence of an agreement in a cartel case, 
indirect evidence may enable a reasonable assumption that the liaison of intention. existed 
for a cartel. Accumulation of small pieces of evidence such as the existence of a prior 
exchange of information and opinions may still prove to be instrumental in establishing key 
facts of a basic agreement”.164 
 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah walaupun tidak terdapat bukti langsung untuk adanya 

perjanjian kartel, bukti tidak langsung dapat memunculkan asumsi yang beralasan mengenai 

adanya niat untuk melakukan kartel. Akumulasi dari potongan-potongan bukti seperti 

misalnya adanya pertukaran informasi masih mungkin terbukti sebagai instrumen untuk 

membangun fakta-fakta kunci dari perjanjian dasar.  

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan 

penggunaan indirect evidence di negara-negara tersebut dapat membantu membuktikan 

adanya kartel, walaupun tidak ada bukti langsung. Dengan demikian, penggunaan indirect 

evidence sudah menjadi hal yang wajar untuk membuktikan adanya kartel.  

Pengertian dari indirect evidence adalah:  

 

                                                 
162 http://www.oecd.org/dataoecd/11/30/38704302.pdf, diunduh pada tanggal 20 April 2011. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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“That proof which does not prove the fact in question, but proves another, the 

certainty of which may lead to the discovery of the truth of the one sought.165” 

 

Apabila diterjemahkan maka menjadi suatu bukti yang tidak membuktikan fakta didalam 

pertanyaan, tapi membuktikan hal lain, suatu hal yang dapat membawa kepada penemuan 

kebenaran yang dicari. Sebagai perbandingan di dalam hukum acara perdata, ditinjau dari 

sifatnya alat bukti yang disebut dalam pasal 1866 KUH Perdata, dapat diklasifikasi166 

menjadi alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Disebut alat bukti langsung, karena 

diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya 

diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Menurut M. Yahya Harahap 

di samping alat bukti langsung terdapat juga alat bukti tidak langsung, maksudnya 

pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari 

hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan, dimana alat bukti persangkaan dikategorikan 

sebagai alat bukti tidak langsung ini. 167 

Indirect evidence dikenal juga dengan istilah circumstantial evidence. Circumstantial 

evidence merupakan bukti langsung dari sebuah fakta dimana seseorang dapat menarik 

kesimpulan mengenai ada atau tidak adanya bukti dari fakta yang lain.168 Ada beberapa tipe 

dari indirect evidence. Tipe yang pertama adalah alat bukti komunikasi atau communication 

evidence, yaitu pertemuan para pelaku kartel atau dengan kata lain, adanya komunikasi 

diantara para pelaku usaha termasuk didalamnya adalah rekaman perbincangan telepon antara 

kompetitor.169 Alat bukti komunikasi  yang lain adalah bisa berupa catatan pertemuan, 

notulensi, permintaan atau manfaat yang bisa diperoleh yang dibicarakan, dokumen internal 

yang membuktikan pengetahuan mengenai strategi harga antara para kompetitor, seperti 

kecenderungan kenaikan harga di masa depan oleh para pesaing.170  

Kategori kedua dari circumstantial evidence adalah economic evidence.171 Ada dua 

jenis alat bukti ekonomi.172 Pertama adalah perilaku perusahaan  di pasar dan industri secara 

keseluruhan. Termasuk didalamnya adalah harga yang paralel, keuntungan yang tidak wajar, 

                                                 
165 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/indirect+evidence, diunduh pada 30 Mei 2011. 
166 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan  Penyitaan, Pembuktian, 

dan Putusan Pengadilan, hal. 558. 
167 Ibid. 
168 http://www.nycourts.gov/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf, diunduh pada tanggal 

20 April 2011. 
169 http://www.oecd.org/dataoecd/11/30/38704302.pdf, diunduh pada 20 April 2011. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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pangsa pasar yang stabil dan sejarah pelanggaran dari hukum persaingan usaha. Economic 

evidence juga termasuk “facilitating practices”, praktek yang mempermudah para pesaing 

untuk mencapai atau mempertahankan kesepakatan.173 Facilitating practices juga termasuk 

pertukaran informasi, pemberian sinyal harga, pemerataan barang, perlindungan harga dan 

kebijakan negara yang paling disukai, dan pembatasan standar produk yang tidak perlu.174 

Tidak selamanya facilitating practices melanggar hukum. tetapi ketika komisi pengawas 

persaingan usaha menemukan circumstantial evidence yang menunjukkan adanya perjanjian 

kartel, maka keberadaan facilitating practices bisa menjadi bukti pelengkap yang sangat 

penting. Jenis kedua biasa dikenal dengan istilah structural evidence175. Termasuk 

didalamnya adalah tingkat konsentrasi yang tinggi, tingkat konsentrasi yang rendah pada sisi 

pasar yang berlawanan, penghalang untuk masuk pasar yang tinggi, derajat integrasi vertikal 

yang tinggi dan standarisasi atau kesamaan produk.176  

Untuk mempengaruhi sebuah pasar, maka diperlukan kekuatan ekonomi dan kekuatan 

pasar yang cukup besar. Kekuatan ekonomi (economic power) adalah kemampuan beberapa 

orang atau perusahaan untuk mempengaruhi pihak lain.177 Kekuatan ekonomi disebut juga 

sebagai seperangkat pilihan perilaku yang terbatas dimana semakin sedikit batasan maka 

akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang semakin besar. Sumber kekuatan tersebut 

terutama berasal dari ukuran perusahaan atau hal-hal lain yang mempunyai kapasitas untuk 

mempengaruhi pilihan perilaku bagi power target. Power target berarti pihak yang 

terpengaruh ketika perusahaan melakukan pilihan perilaku.178 Pilihan perilaku tersebut di 

antaranya adalah akuisisi, inovasi produk, iklan, ekspansi, melobi pemerintah dan lain-lain. 

Sedangkan kekuatan pasar (market power) adalah kemampuan untuk mempengaruhi harga 

pasar ataupun mematikan pesaing. Kemampuan untuk mempengaruhi pasar tersebut 

dipengaruhi oleh struktur pasar yang kemudian akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran dalam pasar.179 

Kekuatan pasar tersebut dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya: 

1. Rothschild Index 

                                                 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid.  
176 Ibid. 
177 Kusuma Wardani Aliredja, “Pengaruh Perdagangan International Terhadap Probabilitas Industri 

Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Indonesia”, (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2007). 
178 Ibid.  
179 Ibid. 
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Rothscild index adalah ukuran kekuatan pasar secara teoritis berdasarkan 

perbandingan antara followship dan nonfollowship demand. Followship demand 

adalah ketika pesaing mengikuti perubahan harga yang dilakukan sedangkan 

unfollowship demand adalah sebaliknya.180 Rothschild Index memberikan ukuran 

sensitivitas harga dari permintaan untuk kelompok produk sebagai relatif keseluruhan 

untuk sensitivitas kuantitas yang diminta dari sebuah perusahaan tunggal untuk 

perubahan harga.181 

 

2. Lerner Index 

Lerner Indeks  dapat menggambarkan hubungan antara elastisitas dan margin 

harga untuk perusahaan yang memaksimalkan laba182 dengan mengukur perbedaan 

antara harga dan marginal cost yang mungkin dihasilkan akibat memanfaatkan 

kekuatan pasar. permasalahan utama dalam menghitung Lerner Index ini adalah 

bahwa hampir mustahil untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan pada harga 

dan biaya pada khususnya.183 

Struktur pasar terdiri dari alat, elemen, atau proksi184 dari penawaran dan 

permintaan sebagai pengaruh utama dari kekuatan pasar. Sebagai contoh proksi dari 

struktur pasar adalah: 

a. Diferensiasi produk yang dapat dilihat sebagai salah satu elemen yang 

mempengaruhi permintaan. 

b. Pangsa pasar. Sebagai contoh perusahaan dengan pangsa pasar sebesar 70% akan 

dapat mengontrol penawaran sebesar 70%. Pangsa pasar ini akan menentukan angka 

konsentrasi industri. 

c. Hambatan masuk yang akan memberikan kemampuan kepada perusahaan yang 

sudah ada untuk mengontrol penewaran jangka panjang.185 

Pengukuran kekuatan pasar ini juga menjadi sebuah alat bukti tidak langsung yang menjadi 

petunjuk bagi KPPU untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran undang-undang 

persaingan. 

                                                 
180 Ibid. 
181 http://www.cbe.csueastbay.edu/~skamath/powerpoint/econ3551s7/tsld013.htm, diunduh pada 

tanggal 23 Juni 2011 
182 http://en.wikipedia.org/wiki/Lerner_index, diunduh pada tanggal 23 Juni 2011 
183 Ibid. 
184 Proksi adalah cara pengukuran variabel. 
185 Kusuma Wardani Aliredja, “Pengaruh Perdagangan International Terhadap Probabilitasindustri 

Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Indonesia”. 
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Diferensiasi produk juga bisa menjadi sebuah langkah untuk mendapatkan market 

power. Diferensiasi produk terjadi ketika konsumen menganggap bahwa produk berbeda dari 

produk yang dimiliki oleh pesaing baik dari karakter fisik maupun non fisik, termasuk harga. 

Diferensiasi terjadi ketika ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah heterogenitas dari 

fungsi demand sehingga demand dapat dibedakan ke dalam beberapa segment ataupun cluster 

tertentu.186 Diferensiasi produk akan memberikan beberapa kemampuan tertentu bagi penjual 

dalam menentukan harga.187 Adanya diferensiasi produk akan mempunyai dua alternatif 

pengaruh terhadap struktur pasar. Perbedaan selera konsumen mendorong produsen untuk 

mendiferensiasikan produknya. Semakin barang dan jasa tersebut terdiferensiasi, maka akan 

semakin sulit untuk barang dan jasa tersebut untuk dicari substitusi atau penggantinya. 

Sehingga dengan semakin terdiferensiasinya barang dan jasa tersebut, maka akan semakin 

mungkin penjual yang menawarkan barang jasa tersebut menjadi monopolis.188 Pada sisi lain, 

dengan adanya diferensiasi produk maka akan membuat pilihan konsumen akan semakin 

beragam. Perusahaan yang ada dalam pasar berlomba-lomba untuk memproduksi barang 

yang terdiferensiasi dengan seoptimal mungkin. Diferensiasi produk justru akan semakin 

meningkatkan suasana kompetisi di antara perusahaan di dalam pasar. Hal ini membuat 

produsen tidak mempunyai kekuatan untuk menjadi monopolis. Dengan demikian, tidak 

selamanya diferensiasi produk tersebut menjadi sebuah langkah yang dapat menghasilkan 

market power yang bisa berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat.189 

Konsentrasi pasar merupakan indikator yang mencerminkan kekuatan pasar 

perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar tersebut. Konsentrasi menunjukkan pangsa 

pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan terbesar. Secara teoritis, tingkat konsentrasi 

berhubungan terbalik dengan tingkat persaingan. Jika tingkat konsentrasi meningkat, maka 

tingkat persaingan menurun, begitu pula sebaliknya, tingkat persaingan akan meningkat 

karena penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi disebabkan oleh semakin banyak 

perusahaan baru yang masuk dalam industri, sedangkan konsentrasi meningkat karena 

terjadinya exit atau merger.190 

Pengukuran konsentrasi biasanya didasarkan pada beberapa alternatif variabel, yaitu 

kontribusi output, nilai tambah, penjualan, aset, pendapatan, atau jumlah tenaga kerja. Jadi 

variabel yang dipakai sebagai dasar pengukuran adalah variabel-variabel yang dapat 

                                                 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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menggambarkan ukuran pasar (firm size).191 Namun penggunaan jumlah tenaga kerja sebagai 

dasar penggunaan konsentrasi bisa membawa pada hasil yang salah mengingat bahwa 

perusahaan yang padat modal iasanya menggunakan  tenaga kerja relatif lebih sedikit tetapi 

mampu berproduksi lebih banyak output dibandingkan perusahaan yang tidak padat modal.192 

Dalam organisasi industri, tingkat konsentrasi ini merupakan proksi dari monopoly 

power.193 Tingkat konsentrasi dapat dilihat dengan tiga cara yaitu: 

1. Concentration Ratio 

Concentration Ratio adalah rasio yang menunjukkan pangsa penjualan 

perusahaan terbesar terhadap total penjualan industri. Concentration Ratio yang 

paling umum adalah CR4 dan CR8, yang berarti empat dan delapan perusahaan 

terbesar. Pengukuran konsentrasi menggunakan CR4 yang dihitung berdasar nilai 

tambah rasio konsentrasi adalah perbandingan nilai tambah dari 4 perusahaan terbesar 

terhadap total nilai tambah industri.194 Pengukuran konsentrasi menggunakan CR8 

yang dihitung berdasar nilai tambah rasio konsentrasi adalah perbandingan nilai 

tambah dari 8 perusahaan terbesar terhadap total nilai tambah industri. 

2. Hirschman-Herfindahl Index (HHI) 

HHI merupakan penjumlahan kuadrat pangsa pasar tiap-tiap industri. Manfaat 

utama dari HHI  dalam hubungannya dengan rasio konsentrasi adalah bahwa ia 

memberikan bobot lebih untuk perusahaan besar.195 Indeks ini bernilai antara 0 hingga 

1. Jika indeks mendekati 0, maka struktur industri yang bersangkutan cenderung 

mengarah ke pasar persaingan sempurna, sementara jika angka indeks mendekati 1, 

struktur industri tersebut cenderung bersifat monopoli.196 Manfaat utama dari HHI  

dalam hubungannya dengan rasio konsentrasi adalah bahwa ia memberikan bobot 

lebih untuk perusahaan besar. 

3. Kurva Lorentz dan Koefisien Gini 

Pada kurva lorentz, sumbu X menggambarkan perusahaan yang diurutkan 

berdasarkan ukuran (pangsa pasar) dimulai dari yang terkecil hingga terbesar, lalu 

dikumulatifkan. Sedangkan sumbu Y adalah persentase kumulatif dari output 

                                                 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index, diunduh pada tanggal 23 Juni 2011 
196 Ibid. 
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perusahaan-perusahaan tersebut. Semakin besar penyimpangan dari garis diagonal 

maka semakin besar ketidakseimbangan dalam ukuran perusahaan.197 

Koefisien gini adalah ukuran untuk menggambarkan informasi dalam kurva 

lorentz tersebut. Ketika semua perusahaan memiliki pangsa pasar yang sama maka 

koefisien gini dalam industri tersebut adalah 0, sedangkan bila satu perusahaan 

menguasai semua output maka koefisien gini akan sama dengan 1.198 

 

Kondisi hambatan masuk juga merupakan elemen penting dalam struktur pasar. 

Hambatan keluar dan masuk dari suatu pasar tersebut dapat berupa, biaya masuk (sunk cost) 

yang besar, imperfect information, regulasi pemerintah, dan sebagainya. Adanya kondisi 

hambatan masuk dapat mempengaruhi keputusan dari suatu perusahaan yang akan masuk ke 

dalam suatu pasar. Semakin tinggi hambatan keluar dan masuk (barriers to entry) dari suatu 

pasar, maka semakin sulit perusahaan baru tersebut untuk masuk ke dalam pasar. Hal ini 

tentu saja akan mempengaruhi jumlah dan ukuran distribusi penjual di dalam suatu pasar. 

Jumlah penjual akan semakin kecil sedangkan ukuran distribusinya semakin besar. Kondisi 

hambatan masuk akan menentukan kompetisi potensial antara perusahaan lama di pasar 

(incumbent firm) dengan perusahaan baru (new entrant) tersebut.199 

Perilaku pasar adalah perilaku mengenai apa yang perusahaan lakukan dengan 

harganya, tingkat produksi, produk, promosi dan beberapa variabel operasi lainnya. Struktur 

pasar akan mempengaruhi perilakunya. Contohnya, kekuatan pasar akan memberikan 

beberapa kontrol akan harga. Hubungan yang terjadi bukan hanya pengaruh struktur pada 

perilaku tetapi juga sebaliknya perilaku dapat mempengaruhi struktur. 

Kekuatan pasar merupakan kata kunci yang berarti kemampuan perusahaan untuk 

menentukan harga atau mematikan lawan. Perusahaan akan mengorbankan profit jangka 

pendek dalam rangka mendapatkan kekuatan pasar, karena perilaku tersebut akan 

menyebabkan biaya yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih rendah dalam jangka 

pendek. Hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang dimana profit akan meningkat 

ketika kekuatan pasar sudah didapatkan. Dan profit tersebut diharapkan akan lebih tinggi dari 

pengorbanan yang telah dilakukan dalam jangka pendek. Perilaku dalam rangka mendapatkan 

kekuatan pasar disebut juga dengan strategic behaviour.200 Strategic behaviour adalah 

menempatkan posisi perusahaan, secara psikologis maupun tidak, untuk menghalangi aksi 
                                                 

197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
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dan reaksi dari lawan, baik potensial atatu aktual, yang kemudian akan menggagalkan tujuan 

dari lawannya tersebut. Contoh perilaku untuk jenis ini adalah predatory pricing, entry limit 

pricing, iklan dan lain-lain.201 

Untuk mempertahankan kekuatan pasar yang dimiliki, pelaku usaha berusaha 

melakukan monopoli untuk meningkatkan harga dan membatasi output dalam rangka 

memaksimalkan profit.202 Hal ini juga terjadi dalam kartel yang bertindak seperti monopoli. 

Memanfaatkan kekuatan pasar dengan cara seperti ini memberikan pandangan yang jelas 

tentang hubungan antara struktur dan perilaku dimana struktur monopoli akan menghasilkan 

perilaku monopoli. Akan tetapi perilaku dalam rangka memanfaatkan kekuatan pasar tidak 

selalu digambarkan dengan harga, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai hal lain.  Contohnya 

adalah dengan mengurangi kualitas produk, menurunkan biaya penelitian dan inovasi, dan 

lain-lain. 

Setiap perusahaan dalam industri (khususnya dalam pasar oligopoli) menghadapi 

prisoner’s dilemma203, dan metode terbaik untuk dapat memecahkan masalah tersebut adalah 

dengan melakukan kolusi. Kolusi eksplisit, misalnya dalam bentuk kartel, adalah persetujuan 

di antar perusahaan yang sejenis untuk kemudian melakukan perjanjian usaha yang dapat 

mendukung perilaku monopoli. Akan tetapi berdasarkan peraturan maka perilaku ini 

melanggar hukum. Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999, kartel termasuk ke dalam praktek 

persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak 

sehat. Oleh karena itu maka bentuk kolusi yang sering terjadi adalah tacit collution dimana 

kolusi dilakukan tanpa pertemuan formal antara pihak-pihak yang berkolusi (kolusi dilakukan 

secara diam-diam) 

Penegak hukum persaingan usaha cenderung untuk menggunakan alat bukti langsung, 

tapi sayangnya alat bukti langsung tidaklah selalu ada. Semua jenis alat bukti, baik alat bukti 

langsung maupun tidak langsung, sangat membantu penegak hukum persaingan usaha. Alat 

bukti tersebut bisa digunakan, dan seringkali digunakan secara bersama-sama.204 Hal yang 

menjadi fokus adalah masalah kualitas pembuktian. Alat bukti langsung dari pernyataan saksi 

yang kurang meyakinkan, kurang mempunyai kekuatan dibandingkan kumpulan alat bukti 

tidak langsung yang kuat. Pada kasus kartel dimana tidak ada alat bukti langsung berupa 

perjanjian, biasanya diawali beberapa episode dari harga paralel yang mencurigakan atau 

                                                 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203  http://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory, diunduh pada 3 Juni 2011.. 
204 http://www.oecd.org/dataoecd/11/30/38704302.pdf,. 
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perilaku yang tidak mudah dijelaskan dengan kekuatan pasar biasa.205 Dengan demikian dari 

adanya harga paralel yang mencurigakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

kesepakatan diantara pelaku usaha untuk melakukan kartel, dengan catatan bahwa lembaga 

persaingan tidak dapat membuktikan secara langsung timbulnya harga paralel tersebut adalah 

hasil dari kesepakatan para pelaku usaha.206  

Hampir secara universal bahwa dari dua jenis circumstanstial evidence yang 

dijelaskan di atas, antara bukti komunikasi dan ekonomi, bukti komunikasi merupakan bukti 

yang paling dapat membuktikan adanya kesepakatan. Tinjauan dari penuntutan kasus-kasus 

kartel di negara-negara OECD yang menggunakan circumstantial evidence, menunjukkan 

bahwa pada hampir semua kasus yang berhasil dibuktikan, ditemukan ada bukti 

komunikasi.207 Pada sisi lain bukti ekonomi, bisa menimbulkan pengertian yang beragam.208  

Tidak selamanya harga yang paralel dapat membuktikan bahwa ada perjanjian kartel. 

Pada hampir semua negara, adanya harga yang paralel tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa ada suatu pola paralel, karena hal tersebut bisa saja terjadi dengan perjanjian, maupun 

tindakan para pesaing yang diambil. Harus ada bukti lain menunjukkan bahwa ada tindakan 

bersama sehingga menciptakan harga yang paralel. Keterkaitan antara adanya harga paralel 

dan tindakan bersama dapat dibuktikan dengan adanya bukti komunikasi dan bukti 

ekonomi.209 Oleh karenanya bukti ekonomi membutuhkan analisa yang hati-hati. Pada 

akhirnya, didalam prakteknya lebih sering menggunakan circumstantial evidence, karena hal 

tersebut memberikan efek kumulatif (cummulative effect).210 

Tugas mendasar dalam menganalisa perilaku paralel adalah dengan menganalisa 

kemungkinan bahwa para pihak bertindak secara sepihak, tergantung apakah hal itu 

dilakukan demi kepentingan sendiri.211 Sebagai contoh pada pasar  oligopoli, khususnya 

barang-barang yang homogen, terjadi reaksi. Jika satu pelaku usaha menaikkan harganya, 

maka pelaku usaha yang lain akan menaikkan harga barang-barangnya dan begitu juga 

sebaliknya. Kondisi itu disebut dengan perilaku yang saling menyesuaikan di antara pelaku 

usaha. Hal ini terjadi dikarenakan sifat barang-barang yang homogen mengakibatkan tidak 

terdapat persaingan kualitas, karena pada umumnya barang yang homogen mempunyai 

                                                 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Ibid. 
209 Ibid. 
210 Ibid 
211 Ibid. 
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kualitas yang sama. Oleh karena itu dalam oligopoli tidak dilakukan melalui suatu 

perjanjian.212  

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pembuktian pelanggaran undang-

undang persaingan adalah unsur perjanjian. Untuk menemukan suatu perjanjian tertulis yang 

mengarah kepada perbuatan persaingan usaha tidak sehat merupakan sebuah kesulitan 

tersendiri bagi KPPU karena sebagian besar pelaku usaha yang bersepakat untuk melakukan 

kartel, persekongkolan tender, ataupun perjanjian maupun perbuatan yang dilarang dalam 

undang-undang persaingan dilakukan secara diam-diam. Nampaknya hal ini sudah 

diantisipasi sejak awal pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dalam pasal 1 

angka 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan satu 

pelaku usaha atau lebih untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Esensi dari definisi ini adalah 

bahwa perbuatan mengikatkan diri atau penyesuaian tidak mempertimbangkan format atau 

bentuk timbulnya ikatan seperti dokumen tertulis, sudah cukup dianggap atau dikonstruksi 

sebagai sebuah perjanjian tanpa harus dibuktikan dengan dokumen tertulis.213 

Konsekuensinya, dalam perjanjian penetapan harga, KPPU dapat menggunakan janji lisan 

yang diikuti dengan perilaku saling menyesuaikan di antara para kompetitor untuk mengatur 

harga sebagai bukti yang cukup mengenai telah terjadinya sebuah perjanjian. 214  

 Pasal 42 (d) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memberi peluang bagi KPPU untuk 

menggunakan alat bukti petunjuk untuk membuktikan terjadinya kartel berdasarkan semua 

bukti saksi, ahli, surat, dan keterangan para pelaku usaha yang mengarah pada persesuaian 

tindakan atau kerjasama di antara mereka. Pasal ini melegitimasi KPPU menggunakan 

pembuktian berdasarkan keadaan (circumstantial evidence) dalam menjalankan tugas 

pemeriksaannya.215 Pengukuran kekuatan pasar dan konsentrasi pasar yang telah dijelaskan 

diatas, yang menjadi indirect evidence sebagai sumber petunjuk bagi Majelis Komisi untuk 

membuktikan adanya persaingan usaha tidak sehat. 

KPPU dalam prakteknya menggunakan alat bukti langsung untuk membuktikan 

terjadinya kesepakatan harga dari bukti eksistensi kesepakatan harga di antara pelaku usaha 

seperti dalam Perkara No. 02/KPPU-I/2003 tentang Jalur Jakarta-Pontianak dan Perkara No. 

03/KPPU-I/2003 tentang Kargo jalur Surabaya-Makasar. Sementara pembuktian tidak 
                                                 

212 M. Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol Bagaimana Cara 
Memenangkan, (Jakarta: Elex Media Komputindo; 2007), hal. 82. 

213 Kompetisi, Kartel dan Problematikanya, Media berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2008, 
hal. 9. 

214 Ibid. 
215 Ibid. 
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langsung diterapkan KPPU dalam beberapa kasus di antaranya pada Perkara 03/KPPU-I/2002 

tentang Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses Internasional, serta Perkara No. 

24/KPPU-I/2009 tentang kartel minyak goreng. Pada perkara tersebut, KPPU menyimpulkan 

adanya konspirasi atau persekongkolan melalui keadaan dan perbuatan sistematis para pelaku 

usaha untuk memenangkan pelaku usaha tertentu.216 

Dari contoh kasus yang telah disebutkan diatas, eksistensi indirect evidence sudah 

mulai terlihat untuk digunakan memutus perkara persaingan usaha. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar persekongkolan tender, kartel, maupun perjanjian-perjanjian terlarang dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya bersifat diam-

diam. Dengan digunakannya indirect evidence ini maka KPPU tetap dapat menegakkan 

persaingan yang sehat di antara pelaku usaha. 

 

                                                 
216 Ibid. 
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BAB 4 

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DI DALAM HUKUM ACARA 

PERSAINGAN USAHA 

4. 
4.1. Uraian Kasus 
 
 4.1.1. Duduk Perkara 

Perkara ini berawal dari Sekretariat komisi yang melakukan monitoring 

terhadap pelaku usaha di bidang industri minyak goreng dan berdasarkan hasil 

rapat komisi tanggal 15 Septembet 2009, hasil monitoring tersebut diputuskan 

perlu ditindak lanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan.217 Setelah melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal 

yang cukup tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk 

dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.  

Dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim 

Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi serta 

instansi pemerintah. Setelah Majelis Komisi mempelajari Laporan Hasil 

Pemeriksaan Lanjutan kemudian melakukan penilaian bahwa industri minyak 

goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai 

salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak 

goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku 

kelapa sawit  sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku lain 

selain kelapa sawit.  

 
                                                 

217 Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 Tentang Minyak Goreng, hal. 2. 
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Selain itu, karakteristik kelapa sawit yang memiliki berbagai macam 

produk turunan serta  perkembangan industri-industri yang terkait dengan kelapa 

sawit dan turunannya termasuk diantaranya adalah industri minyak goreng sawit 

(minyak goreng). Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang 

oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak 

goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif 

dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari 

minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga 

tahun 2009. Atas dasar hal tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi 

pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.218  

Kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki 

banyak produk turunan dan/atau sampingan yang bernilai komersial. Karakteristik 

geografis Indonesia sangat mendukung budi daya tanaman perkebunan seperti 

kelapa sawit sehingga industri agribisnis tersebut berkembang dan menempatkan 

Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia. Penyebaran perkebunan 

kelapa sawit mengalami perluasan hampir di seluruh daerah di Indonesia. 

Perkembangan luas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat terlihat apabila 

dibandingkan dengan beberapa dasa warsa sebelumnya dimana pada tahun 1980 

sebesar 289.526 Ha, tahun 1990 sebesar 1.126.677 Ha, tahun 2000 sebesar 

4.158.077 Ha dan tahun 2005 sebesar 5.508.219 Ha. Selanjutnya berdasarkan 

keterangan dan informasi selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa 

memperoleh fakta bahwa terdapat beberapa referensi harga CPO yang digunakan 

oleh para pelaku usaha sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan transaksi 

CPO bahkan transaksi minyak goreng di Indonesia.219 Referensi harga yang 

digunakan tersebut adalah:  

(1)  Harga CPO Rotterdam;  

(2)  Harga CPO Malaysia.  

(3) Harga tender Kantor Pemasaran Bersama/KPB (sekarang PT Kharisma 

Pemasaran Bersama Nusantara);  

                                                 
218 Ibid. ,hal. 4. 
219 Ibid., hal. 7. 
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(4)  Harga tender PT Astra Agro Lestari, Tbk. 

Keterkaitan erat antara industri kelapa sawit dengan minyak goreng menjadi latar 

belakang kedua industri tersebut cenderung terintegrasi guna mencapai efisiensi 

dan efektifitas terutama dalam hal kepastian/keamanan pasokan bahan bakunya. 

Dari sisi peraturan atau regulasi, pemerintah juga memberikan peluang terciptanya 

industri terintegrasi dari hulu (perkebunan kelapa sawit) hingga hilir (produksi 

minyak goreng).  

Berbicara mengenai sistem pemasaran dalam minyak goreng, sistem 

pemasaran dalam minyak goreng ini dapat dilihat dari jenis minyak goreng yang 

dipasarkan dimana untuk minyak goreng kemasan (bermerek), produsen 

menunjuk satu perusahaan sebagai distributor untuk melakukan distribusi ke 

seluruh wilayah pemasarannya termasuk namun tidak terbatas ke seluruh retail 

modern. Pemilihan distributor tersebut dapat dilakukan terhadap perusahaan yang 

merupakan afiliasinya maupun perusahaan lain yang sama sekali tidak memiliki 

afiliasi. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kontrol produsen 

terhadap harga minyak goreng kemasan (bermerek) hanya sampai distributornya 

saja dimana distributor mendapatkan marketing fee berkisar 5%. Sebaliknya hal 

tersebut tidak terjadi pada sistem pemasaran minyak goreng curah, sebagian besar 

produsen tidak menunjuk distributor dan melakukan penjualan secara langsung. 

Hal tersebut terkait dengan karakteristik produk itu sendiri yang sangat 

berfluktuasi harganya dan daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Produsen 

biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen antara 

(pembeli besar) dengan sistem jual beli putus. Oleh karena itu, produsen tidak 

memiliki kontrol harga di tingkat konsumen akhir. Kontrol harga dilakukan 

produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak 

goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen.220 

Kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan minyak goreng di 

Indonesia dilakukan dengan membuat program bernama ”MINYAKITA” 

dilakukan melalui regulasi pemerintah (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 

02/M-DAG/PER/1/2009 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana). Program 

MINYAKITA ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga 

                                                 
220 Ibid., hal. 29. 

Indirect evidence ..., Satrio Laskoro, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



71 
 

`   Universitas Indonesia  

minyak goreng dan untuk meningkatkan kualitas konsumsi minyak goreng 

masyarakat dimana secara faktual sebagian besar yaitu sekitar 80% masyarakat 

Indonesia masih mengkonsumsi minyak goreng curah. Produk MINYAKITA 

dibuat sebagai realisasi kerja sama antara pemerintah dengan produsen minyak 

goreng guna menyediakan kebutuhan minyak goreng yang lebih higienis dengan 

harga yang terjangkau. Oleh karena itu, MINYAKITA diproduksi oleh produsen 

dengan kualitas yang lebih tinggi dari minyak goreng curah namun masih di 

bawah standar kualitas minyak goreng kemasan (bermerek). Dalam rangka 

mendukung program tersebut, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 

800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp 

240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) untuk tahun 2010 

sebagai subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produsen yang ikut 

berpartisipasi dalam program tersebut. Setiap perusahaan yang mengikuti program 

pemerintah tersebut harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang terkait dengan 

design dan spesifikasi produk. Secara prosedur, perusahaan yang akan ikut 

berpartisipasi dalam program tersebut harus mendaftarkan diri secara langsung 

atau dapat melalui asosiasi, dalam hal ini GIMNI atau AIMMI. MINYAKITA 

yang akan dipasarkan harus mendapat ijin edar dari BPOM setelah mendapat 

rekomendasi dari Departemen Perdagangan.221 Selanjutnya dalam melakukan 

penjualan MINYAKITA, ditetapkan 2 (dua) mekanisme penjualan yaitu: 

- Penjualan langsung melalui program Kepedulian Sosial Perusahaan (KSP), 

dimana mekanisme penjualan dilakukan oleh produsen identik dengan operasi 

pasar. Dalam implementasinya penjualan melalui mekanisme ini dilakukan di 

bawah koordinasi pemerintah agar sesuai dengan target masyarakat yang dituju.  

- Penjualan secara komersial, dimana mekanisme penjualannya dilakukan melalui 

distributor atau pengecer besar. Lokasi penjualan harus sesuai dengan rencana 

wilayah pemasaran yang telah dilaporkan kepada pemerintah. 

Terkait dengan harga, pemerintah mengharapkan agar harga jual MINYAKITA di 

tingkat konsumen diharapkan sebesar Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus 

rupiah) per liter. 

 
                                                 

221 Ibid., hal. 30. 
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4.2. Analisis Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 

4.2.1. Para Pihak Dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 

Adapun terlapor dalam Perkara No. 24/KPPU-I/2009 meliputi; PT 

Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, 

PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT 

Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie 

Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT 

Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas 

Pratama, PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka 

Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo Industri, PT Asian Agro Agung Jaya. Ke-21 

Terlapor ini terlibat dalam dugaan pelanggaran pasal 4, pasal 5, pasal 11 Undang-

undang No. 5 Tahun 1999. 

 

4.2.3. Pertimbangan Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 

Berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan, Majelis Komisi 

menjatuhkan putusan yang menyatakan PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar 

Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT 

Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT 

Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo 

Karya Internusa, PT Smart, Tbk, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dan PT Asian 

Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah.222 

Putusan No. 24/KPPU-I/2009 juga menyatakan PT Multimas Nabati 

Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Smart, Tbk, PT 

Salim ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar 

minyak goreng kemasan (bermerek).223 

Putusan ini menyatakan PT Permata Hijau Sawit, PT Nagamas Palmoil 

Lestari, PT Nubika Jaya, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan PT Pacific Palmindo 

Industri tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar 
                                                 

222 Ibid.,hal. 67. 
223 Ibid. 
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minyak goreng curah. Menyatakan PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Tunas Baru 

Lampung, Tbk, dan PT Asian Agro Agung Jaya tidak terbukti melanggar Pasal 4 

UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng kemasan (bermerek).224 

 Majelis Komis selanjutnya menyatakan PT Multimas Nabati Asahan, PT 

Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi,: PT 

Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, VIII: PT 

Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Indo 

Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT 

Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo 

Industri dan PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah. 

Selain itu juga, Majelis Komisi menyatakan PT Multimas Nabati Asahan, PT 

Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT 

Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT Bina Karya Prima, XVIII: PT 

Tunas Baru Lampung, Tbk dan XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar 

minyak goreng kemasan (bermerek). Untuk pasar minyak goreng curah, PT 

Nagamas Palmoil Lestari tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 

1999.225 

Selanjutnya Majelis Komisi menyatakan PT Multimas Nabati Asahan, PT 

Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT 

Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru 

Lampung, Tbk dan PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak 

goreng kemasan (bermerek). Untuk pasar minyak goreng curah PT Multimas 

Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi 

Nabati Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua 

Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie Oleo Nabati 

Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau Sawit, PT Nagamas Palmoil 

Lestari, PT Nubika Jaya,: PT Smart, Tbk, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT 

                                                 
224 Ibid. 
225 Ibid.,hal. 68. 
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Berlian Eka Sakti Tangguh, PT Asian Agro Agung Jaya tidak terbukti 

melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.226 

Majelis Komisi menjatuhkan hukuman kepada PT Multimas Nabati Asahan 

untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 

rupiah)227, PT Sinar Alam Permai untuk membayar denda sebesar Rp. 

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)228, PT Wilmar Nabati Indonesia 

untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)229, PT 

Multi Nabati Sulawesi untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 

(dua puluh lima miliar rupiah), PT Agrindo Indah Persada untuk membayar denda 

sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)230, PT Musim Mas 

untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah)231, PT Intibenua Perkasatama untuk membayar denda sebesar Rp. 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)232, PT Megasurya Mas untuk membayar 

denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)233, PT Agro 

Makmur Raya untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah)234, PT Mikie Oleo Nabati Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)235, PT Indo Karya Internusa untuk 

membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)236, PT 

Permata Hijau Sawit untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah), PT Nubika Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)237, PT Smart, Tbk untuk membayar denda 

sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)238, PT Salim 

Ivomas Pratama untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua 

                                                 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
228 Ibid., hal. 69. 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
233 Ibid., hal. 70. 
234 Ibid. 
235 Ibid.  
236 Ibid. 
237 Ibid.  
238 Ibid., hal. 71. 
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puluh lima miliar rupiah)239, PT Bina Karya Prima untuk membayar denda sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)240. PT Tunas Baru 

Lampung, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah)241, PT Berlian Eka Sakti Tangguh untuk membayar denda sebesar 

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)242, PT Pacific Palmindo Industri 

untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)243, 

PT Asian Agro Agung Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).244 

 Penulis dalam menganalisa hukum ini akan mengkaji dan menganalisa 

dasar pertimbangan hukum dari Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi 

pelanggaran pada pasal 4, pasal 5, pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 2009.  

Penulis juga akan menganalisa sejauh mana kebenaran dari pertimbangan Majelis 

Komisi tersebut. 

Untuk lebih memperjelas analisa ini, penulis hanya akan mengambil 

pertimbangan Majelis Komisi mengenai indirect evidence untuk memutus perkara 

KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 yang Majelis Komisi kemukakan untuk 

menjatuhkan putusan ini. Pertimbangan Majelis Komisi tentang indirect evidence 

antara lain bahwa dalam pembuktian hukum persaingan, pembuktian adanya 

sebuah kartel dapat dilakukan dengan hanya menggunakan indirect evidence. 

KPPU mengidentifikasi kasus ini dengan melihat indikator identifikasi kartel. 

Secara teori, ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi 

terjadinya kartel baik faktor struktural maupun perilaku. Sebagian atau seluruh 

faktor tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan identifikasi 

eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu.245 Beberapa diantara faktor-

faktor tersebut antara lain:  

a. Faktor struktural:  

(1) Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan 

                                                 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Ibid. 
242 Ibid. 
243 Ibid. hal. 72. 
244 Ibid. 
245 Ibid., hal. 30 
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Secara prinsip, kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak 

banyak. Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya CR4 

(jumlah pangsa pasar empat perusahaan terbesar) dan HHI (Herfindahl-

Hirschman Index) merupakan indikator yang baik untuk melihat apakah secara 

struktur, pasar tertentu mendorong ekseistensi kartel.246 

(2) Ukuran perusahaan  

Kartel akan lebih mudah terbentuk jika pendiri atau pelopornya adalah 

beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran setara. Dengan demikian 

pembagian kuota produksi atau tingkat harga yang disepakati dapat dicapai 

dengan lebih mudah dikarenakan kapasitas produksi dan tingkat biaya produksi 

semua perusahaan tersebut tidak berbeda jauh.247 

(3) Homogenitas produk. 

Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa, menyebabkan 

preferensi konsumen terhadap seluruh produk tidak berbeda jauh. Hal ini 

menjadikan persaingan harga sebagai satu-satunya variabel persaingan yang 

efektif. Dengan demikian dorongan para pengusaha untuk bersepakat membentuk 

kartel akan semakin kuat untuk menghindari perang harga yang menghancurkan 

tingkat laba mereka. KPPU dapat melakukan survey kepada pelanggan produk 

tertentu untuk mengetahui tingkat preferensi pelanggan dan menyimpulkan 

tingkat homogenitas produk tersebut. 248 

(4) Persediaan dan kapasitas produksi.  

Persediaan yang berlebihan di pasar menunjukkan telah terjadi kelebihan 

penawaran (overstock). Begitu pula kapasitas terpasang yang berada di atas 

permintaan menunjukkan kemampuan pasokan berada di atas tingkat permintaan 

saat ini. Untuk mencegah persaingan harga yang merugikan pengusaha, pada 

kondisi ini para pelaku usaha akan mudah terperangkap dalam perilaku kartel 

harga, yaitu menyepakati harga tertentu atau harga minimum. Selain itu, 

kelebihan pasokan ini mencegah anggota kartel untuk menyimpang mengingat 

pasokan yang tersedia cukup banyak untuk “menghukum” mereka yang 

                                                 
246 Ibid, hal. 31. 
247 Ibid. 
248 Ibid. 
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menyimpang dengan membanjiri pasar sehingga harga akan jatuh dan pengusaha 

akan kesulitan memasarkan produknya. Data akan persediaan dan kapasitas 

produksi dapat dijadikan indikator awal untuk mengindentifikasi kartel.249  

(5) Keterkaitan kepemilikan.  

Keterkaitan kepemilikan baik minoritas terlebih lagi mayoritas mendorong 

pengusaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan perilaku di antara 

perusahaan yang mereka kendalikan. Pemegang saham dua atau lebih perusahaan 

yang semestinya bersaing cenderung memanfaatkan kepemilikan silang ini untuk 

memperkuat kartel dalam rangka mengoptimalkan keuntungan. Berbagai 

pengaturan kartel akan berlangsung lebih mudah dengan adanya kepemilikan 

silang ini.250 

(6) Kemudahan masuk pasar. 

Tingginya entry barrier sebagai hambatan bagi perusahaan baru untuk 

masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel. Peluang pendatang baru 

untuk mengisi kekosongan pasar akibat harga kartel yang tinggi agak tertutup. 

Dengan demikian kartel akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru. 

(7) Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan.251 

Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang stabil 

akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan 

bagi para peserta kartel untuk memprediksi dan menghitung tingkat produksi serta 

tingkat harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan mereka. Sebaliknya jika 

permintaan sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur akan menyulitkan 

terbentuknya kartel. Para peserta akan berebut order pada saat permintaan tinggi 

dan terpaksa bersaing menurunkan harga mengingat sifat permintaan yang elastis. 

KPPU dapat mengukur karakter permintaan ini baik melalui survey dan penelitian 

pasar maupun informasi dari para produsen.  

b.  Faktor Perilaku 

(1) Transparansi dan Pertukaran Informasi  

                                                 
249 Ibid. 
250 Ibid., hal. 32 
251 Ibid. 
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Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa dengan 

pertukaran informasi dan transparansi diantara mereka. Peran asosiasi yang kuat 

seringkali terlihat sebagai media pertukaran ini. Data produksi dan harga jual yang 

dikirimkan ke asosiasi secara periodik dapat digunakan sebagai sarana 

pengendalian kepatuhan terhadap kesepakatan kartel. Terlebih lagi jika ditemukan 

terjadinya pertukaran informasi harga dan data produksi tanpa melalui asosiasi, 

yang mana akan terlihat janggal jika sesama pelaku usaha saling memberikan 

harga dan data produksi diantara mereka tanpa tujuan tertentu sehinga kecurigaan 

akan eksistensi kartel akan menguat.  

(2) Peraturan Harga dan Kontrak  

Beberapa perilaku pengaturan harga dan kontrak dapat memperkuat 

dugaan adanya kartel di suatu industri. Misalnya kebijakan one price policy 

dimana kesamaan harga di berbagai daerah akan menjadi alat monitoring yang 

efektif antar anggota kartel terhadap kesepakatan harga kartel. Begitu pula 

keharusan memperoleh harga yang sama seperti klausul MFN (Most Favored 

Nations) atau meet the competition dalam suatu kontrak akan memudahkan 

kontrol terhadap anggota kartel yang menyimpang. Oleh karena itu, walaupun 

bukan merupakan syarat perlu maupun cukup dalam mengidentifikasi kartel, 

perilaku pengaturan harga dan kontrak patut dicermati oleh KPPU sebagai bagian 

upaya identifikasi eksistensi kartel.  

Sebelum membahas lebih jauh mengenai indirect evidence, penulis 

terlebih dahulu akan berbicara mengenai alat bukti yang sah di dalam hukum 

acara persaingan usaha. Alat bukti yang digunakan di dalam hukum acara 

persaingan usaha antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau 

dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor.252 Saksi yang tidak boleh didengar 

keterangannya adalah keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan 

lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terlapor dan atau pelapor, 

istri atau suami, anak yang belum berusia tujuh belas tahun, atau orang sakit 

ingatan.253 Keterangan ahli diwajibkan diberikan oleh orang yang memiliki 

keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat yang berkaitan dengan 

                                                 
252 Indonesia (a), Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 42. 
253 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, Pasal 73. 
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keahliannya tersebut ataupun memiliki pengalaman yang sesuai dengan 

keahliannya254. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk 

menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada255 berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran undang-undang persaingan. Surat atau dokumen yang dapat 

digunakan sebagai alat bukti terdiri dari akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh 

atau dihadapan seorang pejabat umum, akta di bawah tangan yaitu surat yang 

dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, surat keputusan 

atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, data yang 

memuat mengenai kegiatan usaha, antara lain data produksi, data penjualan, data 

pembelian, dan laporan keuangan, serta surat-surat lainnya.256  Mengenai definisi 

petunjuk yang dijabarkan didalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, petunjuk 

didefiniskan sebagai pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan 

diyakini kebenarannya atas dasar pengertian tersebut, KPPU berpendapat bahwa 

indirect evidence dapat digunakan sebagai alat bukti257, yakni alat bukti petunjuk. 

Sebagai perbandingan didalam hukum acara pidana, petunjuk merupakan 

perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, bahwa telah terjadi 

suatu tindakan pelanggaran delik yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa.258 Pada hukum acara perdata, petunjuk ini dapat disamakan 

dengan persangkaan hakim. Pada dasarnya persangkaan adalah alat bukti yang 

bersifat tidak langsung. Misalnya, pembuktian ketidakhadiran seseorang pada 

suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu 

yang sama ditempat lain.259 Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan 

bukti yang tidak langsung dan dibedakan : 

a.   Persangkaan berdasarkan kenyataan (feitelijke, rechterlijke vermoedens, 

atau paesumptiones facti). Hakimlah yang menentukan apakah mungkin dan 

                                                 
254 Ibid., Pasal 75. 
255 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan; 1989), 

hal. 113. 
256 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 pasal 73. 
257 http://www.seputarforex.com/berita/berita_ekonomi_view.php?nid=24517&title=-

apindo_minta_kejelasan_mekanisme_pembuktian_kartel, diunduh pada 13 April 2010. 
258 Kompetisi, Kartel dan Problematikanya, Media berkala Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha, 2008, hal. 9. 
259 http://justiceseeker.multiply.com/journal/item/6, diunduh pada 5 Juni 2011. 
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seberapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa 

tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.260 

b.   Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke atau rechts vermoedens, 

praesumptiones juris). Undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara 

peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak 

diajukan261. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi dua: 

1.   Praesumptiones juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan 

hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.262 

2.   Praesumptiones juris et de jure yaitu persangkaan yang berdasarkan 

hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.263 

Keterangan terlapor adalah apa yang terlapor nyatakan di depan Majelis Komisi 

mengenai perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau 

alami sendiri.264 

Untuk menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha 

melanggar persaingan usaha yang sehat, dilakukan dengan beberapa pendekatan, 

antara lain pendekatan per se illegal dan rule of reason. Pendekatan per se illegal, 

ditujukan lebih kepada perilaku bisnis dari pada situasi pasar, karena keputusan 

melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, 

mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Untuk pendekatan rule of 

reason ditujukan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam 

grey area265 diantara legalitas dan ilegalitas. Penggunaan pendekatan rule of 

reason ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap 

undang-undang. Keunggulan rule of reason adalah, menggunakan analisis 

ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah 

suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Pengujian 

terhadap dampak ekonomi seperti tersebut di atas diakui oleh sementara kalangan 

                                                 
260 Ibid. 
261 Ibid. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006. 
265  Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 

hal. 67. 
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merupakan salah satu kesulitan dari pembuktian dengan pendekatan rule of 

reason.266 

Kartel merupakan tindak pelanggaran persaingan usaha yang menggunakan 

pendekatan rule of reason. Hal ini tercermin didalam pasalnya yang berbunyi 

“...yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”267 Untuk itu, dalam 

menilai suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha telah melanggar 

ketentuan undang-undang persaingan maka perlu dilihat akibatnya. Pendekatan 

rule of reason menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna 

mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki 

implikasi kepada persaingan.268 Suatu kartel dapat diketahui antara lain dari hal-

hal berikut: 

a. Terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa 

atau adanya kenaikan harga.269 

b. Perbuatan tersebut naked (semata-mata, langsung bertujuan untuk 

mengurangi atau mematikan persaingan), atau bersifat ancillary (bukan 

tujuan dari kolaborasi melainkan hanya akibat ikutan).270 

c. Apabila kartel mempunyai panga pasar yang cukup, maka mereka 

mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. akan 

tetapi apabila tida ada market power, maka kemungkinan kecil kartel akan 

dapat mempengaruhi pasar.271 

d. Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup 

besar, sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya.272 

e. Adanya reasonable necessity. artinya tindakan para pelaku kartel tersebut 

memang secara akal sehat perlu dilakukan.273 

                                                 
266 Andi Fahmi Lubis, et al., “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan konteks.” 

http://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf. 
267 Indonesia (a), Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 11. 
268 Ibid. 
269 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 Ibid. 
273 Ibid. 
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f. Balancing test. setelah faktor-faktor lainnya tersebut diatas diperiksa, 

maka perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh 

melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkannya. apabila keuntungan 

yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang 

diakibatkannya, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut 

dapat dibenarkan. 274 

Atas dasar itulah KPPU menggunakan bukti ekonomi sebagai indirect evidence 

untuk mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha 

memiliki implikasi kepada persaingan. 

 Indirect evidence merupakan suatu bukti yang tidak membuktikan fakta 

didalam pertanyaan, tapi membuktikan hal lain, suatu hal yang dapat membawa 

kepada penemuan kebenaran yang dicari. Penulis berpendapat, indirect evidence 

yang digunakan untuk melihat indikasi adanya pelanggaran persaingan usaha 

yang kemudian oleh KPPU diterjemahkan menjadi alat bukti petunjuk..  

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa indirect evidence 

terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Bukti komunikasi dapat berupa 

fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing meskipun tidak 

terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Mengenai bukti 

ekonomi (economic evidence), terdapat dua tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang 

terkait dengan struktur dan perilaku. bukti ekonomi yang berupa perilaku 

tercermin dari adanya price parallelism. Facilitating practices yang dilakukan 

melalui price signaling dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak 

bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui 

asosiasi. 

Pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi, pembuktian adanya 

kartel termasuk diantaranya kartel harga dapat menggunakan bukti komunikasi 

dan bukti ekonomi sebagai bukti tidak langsung. Majelis Komisi berpendapat 

bahwa terdapat bukti ekonomi dan bukti komunikasi dari pelaku usaha, sehingga 

Majelis Komisi berpendapat telah terjadi komunikasi dan/atau koordinasi di 

antara para Terlapor yang mengakibatkan terjadinya price parallelism. Majelis 

Komisi menilai komunikasi dan atau koordinasi dengan didukung bukti ekonomi 
                                                 

274 Ibid. 

Indirect evidence ..., Satrio Laskoro, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



83 
 

`   Universitas Indonesia  

tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh antar pelaku 

usaha yang bersaing dalam hal ini para Terlapor. 

Dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut penulis putusan yang 

menyatakan bahwa telah terbukti adamya praktek oligopoli, penetapan harga, dan 

kartel oleh Majelis Komisi dengan menggunakan indirect evidence untuk 

membuktikannya dapat diterima, dengan syarat bahwa bukti komunikasi dan bukti 

ekonomi tersebut berkesesuaian dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Sesuai dengan yang telah diungkapkan 

didalam OECD tentang Prosecuting Cartels Without Direct Evidence bahwa 

indirect evidence atau dikenal juga dengan istilah circumstantial evidence 

merupakan bukti langsung dari sebuah fakta dimana seseorang dapat menarik 

kesimpulan mengenai ada atau tidak adanya bukti dari fakta yang lain.275  

Pada kasus ini, telah terjadi pertemuan GIMNI dan AIMMI yang 

mempertemukan para pelaku usaha di bidang minyak goreng. Hal inilah yang 

kemudian dianggap oleh KPPU merupakan bukti komunikasi sebagai petunjuk 

adanya perjanjian untuk melakukan kartel. Untuk menganalisa penggunaan dari 

bukti komunikasi ini, penulis akan menguraikan kembali mengenai bukti 

komunikasi ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bukti 

komunikasi atau communication evidence merupakan bagian dari indirect 

evidence, yaitu pertemuan para pelaku kartel atau dengan kata lain, adanya 

komunikasi diantara para pelaku usaha termasuk didalamnya adalah rekaman 

perbincangan telepon antara kompetitor.276 Alat bukti komunikasi yang lain 

adalah bisa berupa catatan pertemuan, notulensi, permintaan atau manfaat yang 

bisa diperoleh yang dibicarakan, dokumen internal yang membuktikan 

pengetahuan mengenai strategi harga antara para kompetitor, seperti 

kecenderungan kenaikan harga di masa depan oleh para pesaing.277 Penulis 

berpendapat, pertemuan GIMNI dan AIMMI ini hanya merupakan indikasi untuk 

melihat apakah dengan adanya pertemuan ini, maka ada perjanjian untuk 

melakukan kartel. Oleh karena itu, harus dilihat terlebih dahulu substansi dari 

                                                 
275 http://www.nycourts.gov/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf, diunduh 

pada tanggal 20 April 2011. 
276 http://www.oecd.org/dataoecd/11/30/38704302.pdf, diunduh pada 20 April 2011. 
277 Ibid. 
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pertemuan tersebut apakah memang digunakan sebagai ajang untuk melakukan 

perjanjian kartel atau tidak dengan melihat catatan pertemuan, notulensi, serta 

meminta keterangan saksi untuk mengetahui substansi dari pertemuan tersebut. 

Selain itu catatan pertemuan, notulensi, maupun dokumen internal bisa 

dikategorikan sebagai alat bukti surat yang dapat membantu untuk membuktikan 

eksistensi kartel. Hal ini sesuai dengan pengertian alat bukti surat yaitu segala 

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi 

hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 

pembuktian.278 

Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan 

memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha 

(oligopoli). Kemudian Majelis Komisi mengidentifikasinya lebih lanjut dengan 

menggunakan bukti ekonomi, yaitu berupa adanya price paralellism. Atas 

pertimbangan Majelis Komisi ini, Penulis akan menganalisa penggunaan dari 

bukti ekonomi ini berdasarkan teori yang berlaku. Menurut teori ada dua jenis alat 

bukti ekonomi.279 Pertama adalah perilaku perusahaan  di pasar dan industri 

secara keseluruhan. Termasuk didalamnya adalah harga yang paralel, keuntungan 

yang tidak wajar, pangsa pasar yang stabil dan sejarah pelanggaran dari hukum 

persaingan usaha. Economic evidence juga termasuk facilitating practices, praktek 

yang mempermudah para pesaing untuk mencapai atau mempertahankan 

kesepakatan.280 Facilitating practices juga termasuk pertukaran informasi, 

pemberian sinyal harga, pemerataan barang, perlindungan harga dan kebijakan 

negara yang paling disukai, dan pembatasan standar produk yang tidak perlu.281  

Adapun bukti ekonomi sebagai petunjuk bahwa telah terjadi perjanjian untuk 

melakukan kartel adalah berupa perilaku yang tercermin dari adanya price 

parallelism. Tidak selamanya harga yang paralel dapat membuktikan bahwa ada 

perjanjian kartel. Pada hampir semua negara, adanya harga yang paralel tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa ada suatu pola paralel, karena hal tersebut bisa 

saja terjadi dengan perjanjian, maupun tindakan para pesaing yang diambil. Harus 

                                                 
278 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

2002), hal. 116. 
279 Ibid. 
280 Ibid. 
281 Ibid. 

Indirect evidence ..., Satrio Laskoro, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



85 
 

`   Universitas Indonesia  

ada bukti lain menunjukkan bahwa ada tindakan bersama sehingga menciptakan 

harga yang paralel. Tugas mendasar dalam menganalisa perilaku paralel adalah 

dengan menganalisa kemungkinan bahwa para pihak bertindak secara sepihak, 

tergantung apakah hal itu dilakukan demi kepentingan sendiri.282  

Untuk menganalisa kemungkinan bahwa para pihak bertindak secara 

sepihak harus dilakukan dengan hati-hati. Seperti yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, ketika pelaku usaha berusaha untuk mempengaruhi pasar, maka 

diperlukan kekuatan ekonomi dan juga kekuatan pasar yang cukup besar. 

Kekuatan ekonomi berasal dari ukuran perusahaan atau hal-hal lain yang 

mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi pilihan perilaku bagi power target.283 

Pengukuran kekuatan pasar dilakukan dengan menggunakan Rothschild Index dan 

Learner Index. Selain kekuatan ekonomi dan kekuatan pasar, pengukuran 

konsenstrasi pasar juga menjadi hal yang penting yang harus dilakukan. Untuk 

mengukur konsentrasi pasar digunakan concentration ratio, Hirschman-

Herfindahl Index (HHI), dan Kurva Lorentz dan Koefisien Gini. Baik kekuatan 

ekonomi, kekuatan pasar, maupun konsentrasi pasar harus juga belum tentu bisa 

menggambarkan adanya eksistensi kartel. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa 

untuk melihat telah terjadi pelanggaran undang-undang persaingan, bukti ekonomi 

ini harus ada kesesuaian dengan bukti komunikasi sehingga dapat menjelaskan 

ada pelanggaran persaingan usaha. Selain itu juga diperlukan keterangan ahli 

untuk membantu menguraikan bukti ekonomi ini agar perkara ini menjadi jelas. 

Berdasarkan analisa mengenai indirect evidence yang telah diuraikan 

diataas, maka penulis setuju dengan KPPU bahwa indirect evidence merupakan 

petunjuk untuk menemukan perjanjian tidak tertulis dengan syarat bukti 

komunikasi tersebut dapat membuktikan substansi dari komunikasi diantara 

pelaku usaha adalah untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dan 

kemudian bukti ekonomi juga membuktikan bahwa memang terdapat persaingan 

usaha yang tidak sehat sehingga terdapat kesesuaian diantara bukti komunikasi 

dan bukti ekonomi. Hal yang menjadi perhatian adalah ketika Majelis Komisi 

menjatuhkan putusannya dengan menggunakan price parallelism dan juga bukti 

                                                 
282 Ibid. 
283 Kusuma Wardani Aliredja, “Pengaruh Perdagangan International Terhadap 

Probabilitas Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Indonesia”, 
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komunikasi berupa pertemuan GIMNI dan AIMMI. Pada pertemuan GIMNI dan 

AIMNI ini tidak ditemukan adanya perjanjian tidak tertulis dalam catatan 

pertemuan, notulensi, permintaan atau manfaat yang bisa diperoleh yang 

dibicarakan. Price parallelism juga digunakan sebagai bukti ekonomi tanpa 

melihat lebih jauh apakah hal tersebut dikarenakan adanya perjanjian atau karena 

tindakan pelaku usaha pesaing yang independen mengingat bahwa didalam pasar 

oligopoli, khususnya barang-barang yang homogen, terjadi reaksi jika satu pelaku 

usaha menaikkan harganya, maka pelaku usaha yang lain akan menaikkan harga 

barang-barangnya dan begitu juga sebaliknya, yang disebabkan sifat barang-

barang yang homogen mengakibatkan tidak terdapat persaingan kualitas, karena 

pada umumnya barang yang homogen mempunyai kualitas yang sama.284 Untuk 

itu menurut penulis, atas penggunaan bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang 

digunakan oleh Majelis Komisi seperti price parallelism dan pertemuan GIMNI 

dan AIMMI, tidak membuktikan telah terjadi perjanjian diantara pelaku 

persaingan usaha. 

Mengenai Putusan No. 24/KPPU-I/2009 ini yang mendasarkan putusannya 

hanya berdasarkan indirect evidence saja, maka penulis mencoba untuk 

menganalisanya. Berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk pembuktian kartel, 

didalam Perkom No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pasal 11 

tentang kartel menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah 

melakukan kartel, maka komisi harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat 

bukti, sehingga, dengan adanya alat bukti tidak langsung ini, maka alat bukti 

petunjuk yang didapat dari indirect evidence bisa membuktikan bahwa pelaku 

usaha tersebut telah melakukan kartel. Perkom No. 4 Tahun 2010 juga 

menyebutkan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan pasal 11 tentang kartel. 

Pasal-pasal yang terkait diantaranya adalah pasal 5 mengenai penetapan harga, 

pasal 7 tentang predatory pricing, pasal 9 tentang pembagian wilayah, pasal 10 

mengenai pemboikotan, pasal 12 mengenai trust, pasal 22 dan pasal 24 mengenai 

persekongkolan.  

                                                 
284 M. Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol Bagaimana Cara 

Memenangkan, hal. 82 
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Tentang alat bukti minimal yang harus dipenuhi Majelis Komisi, didalam 

Perkom No. 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa Majelis Komisi menentukan sah 

atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan 

kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.285 Namun Perkom 

No. 1 Tahun 2006 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang kemudian 

digantikan oleh Perkom No. 1 Tahun 2010. Pada Perkom No. 1 Tahun 2010 di 

pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya 

suatu alat bukti.286 Mengenai hal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut 

mengenai minimal alat bukti yang harus dipenuhi. Sebagai perbandingan, Pasal 

183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang melakukannya.287 Apabila dilihat dari pasal 183 KUHAP 

tersebut maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi dalam 

menjatuhkan putusannya harus berdasarkan minimal dua alat bukti.  Jadi ketika 

Majelis Komisi hanya menggunakan satu alat bukti untuk menjatuhkan suatu 

putusan, ketika dilakukan upaya hukum keberatan oleh pelaku usaha, menurut 

pendapat penulis, putusan ini kemungkinan besar akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Negeri karena akan dianggap kurang bukti.  

 

4.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

03/KPPU/2010/PN.JKT.PST  

Dari Putusan KPPU, selanjutnya Para Pemohon tidak puas dengan 

mengajukan Upaya Hukum Keberatan kepada Pengadilan Negeri. Mengenai 

pengajuan upaya hukum keberatan kepada pengadilan negeri diatur didalam 

Perma No. 3 Tahun 2005. Dalam amar putusannya Majelis Hakim PN Jakarta 

Pusat menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan permohonan 

keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan seluruhnya, membatalkan 

putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, menghukum Turut Termohon Keberatan 

                                                 
285 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006, Pasal 64 ayat 2. 
286 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, Pasal 72. 
287 Ibid.  
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untuk tunduk dan taat pada putusan ini, serta menghukum Termohon Keberatan 

untuk membayar biaya perkara yang timbul. 

 

4.3.1. Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

03/KPPU/2010/PN.JKT.PST 

1. Pihak Pemohon antara lain PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar 

Alam Permai, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati 

Sulawesi, PT Agrindo Indah Persada, PT Musim Mas, PT Intibenua 

Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Mikie 

Oleo Nabati Industri, PT Indo Karya Internusa, PT Permata Hijau 

Sawit, PT Nubika Jaya, PT Smart, Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT 

Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Berlian Eka 

Sakti Tangguh, PT Pacific Palmindo Industri, PT Asian Agro Agung 

Jaya. 

2. Pihak Termohon adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

3. Turut Termohon adalah PT Nagamas Palmoil Lestari. 

 

4.3.2. Obyek Keberatan 

Obyek keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon ialah Putusan KPPU 

No. 24/KPPU-I/2009 yang menyatakan bahwa para pemohon telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran passal 4, pasal 5, dan pasal 11 

Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Para Pemohon tidak sependapat tentang 

penerapan indirect evidence sebagai alat bukti yang berupa bukti komunikasi dan 

bukti ekonomi. Alasan lain dari Para Pemohon adalah standar hukum asing 

berdasarkan dua kasus persaingan usaha di Brazil tidak sesuai dengan standar 

pembuktian berdasarkan undang-undang antimonopoli. Selain itu juga Para 

Pemohon menilai bahwa Termohon kurang pertimbangannya dalam menilai 

indirect evidence. 
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4.3.3. Analisis Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Indirect 

Evidence Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

03/KPPU/2010/PN.JKT.PST. 

 

Seperti yang tercantum dalam bab Pendahuluan, maka dalam analisa hukum 

ini penulis akan mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan hukum dari 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Membatalkan putusan 

KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, tanggal 4 Mei 2010. Peneliti juga akan 

menganalisa sejauh mana kebenaran dari pertimbangan hakim tersebut. 

Untuk lebih memperjelas analisa ini, penulis hanya akan mengambil 

pertimbangan Majelis hakim mengenai penggunaan indirect evidence oleh Majelis 

Komisi untuk memutus perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 yang Majelis 

Hakim kemukakan untuk menjatuhkan putusan keberatan. Pertimbangan hakim 

yang akan penulis analisa diantaranya: 

1. Hakim Pengadilan Negeri menimbang indirect evidence adalah alat bukti 

tidak langsung atau disebut circumstantial evidence (tidak langsung, 

sambil lalu), yang terdiri dari: 

a. Catatan tentang banyaknya percakapan telepon antara para 

pesaing. Catatan itu bukan mengenai substansi percakapan, 

tetapi beberapa kali melakukan percakapan telepon tersebut. 

b. Perjalanan menuju tujan yang sama, misalnya untuk 

menghadiri konperensi perdagangan. 

c. Partisipasi dalam pertemuan. 

d. Hasil atau catatan dari pertemuan yang memperlihatkan harga, 

permintaan atau kapasitas yang dibicarakan antara para 

pesaing. 

e. Bukti dokumen-dokumen internal yang membuktikan 

pengetahuan atau saling pengertian antara para pesaing dalam 

mengatur strategi harga. Misalnya kekhawatiran yang sama 
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mengenai kenaikan harga dimasa depan yang dilakukan 

pesaing. 

f. Penafsiran atau interpretasi. 

g. Logika. 

h. Bukti ekonomi: 

- Perilaku di pasar dan industri. 

- Harga  yang paralel (paralel pricing). 

- “Facilitating practices” dimana para pesaing mudah 

mencapai kesepakatan. 

- Bukti struktural tentang adanya hambatan yang tinggi untuk 

masuk ke pasar, standar integrasi vertikal yang tinggi atau 

produksi yang homogen. 

2. Hakim menimbang bahwa indirect evidence tidak dikenal dalam hukum 

pembuktian persaingan usaha yang diatur di Indonesia, Pasal 42 Undang-

undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengenal alat-alat bukti yang sah, 

yaitu: 

�� Keterangan saksi; 

�� Keterangan ahli; 

�� Surat dan atau dokumen; 

�� Petunjuk; dan 

�� Keterangan Terlapor. 

Alat-alat bukti tersebut sama dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam 

pasal 184 KUHAP, dengan mengganti Keterangan Terdakwa menjadi 

keterangan terlapor, sehingga dengan demikian prinsip pembuktian 

tentang adanya pelanggaran pidana dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1999 sama dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dengan berpedoman pada 

pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan 

seseorang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
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sah dan diperoleh dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar telah terjadi. 

3. Hakim menimbang bahwa pelanggaran terhadap pasal 4, pasal 5, dan pasal 

11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai sanksi pidana, maka 

semestinya pembuktian tersebut mengikuti prinsip Hukum Acara Pidana 

sebagaimana diatur dalam pasal 184 sampai dengan pasal 189 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

4. Hakim menimbang bahwa indirect evidence tidak sama dengan alat bukti 

petunjuk, karena petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat 

maupun keterangan pelaku usaha/terlapor, sedangkan indirect evidence bisa 

berdasarkan dugaan, penafsiran atau interpretasi dan logika, dimana 

ketiganya dilarang dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. 

Dari pertimbangan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim melihat 

bahwa penggunaan indirect evidence tidaklah dapat digunakan karena indirect 

evidence tidak dikenal didalam hukum acara pidana. Selain itu penggunaan 

indirect evidence untuk memperoleh petunjuk juga tidak dapat dibenarkan karena 

dalam hukum acara pidana, untuk memperoleh petunjuk hanya bisa didapatkan 

melalui cara-cara yang bersifat limitatif, antara lain diperoleh dari keterangan 

saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha/terlapor.  

Menyikapi pendapat hakim bahwa indirect evidence tidak dapat digunakan 

untuk memutus perkara, penulis tidak setuju akan hal tersebut karena hukum 

persaingan usaha mempunyai hukum acara sendiri yaitu hukum acara persaingan 

usaha. Untuk itu penulis ingin mengemukakan beberapa pendapat mengenai 

penggunaan indirect evidence untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis 

didalam persaingan usaha. Dilihat dari definisi perjanjian yang merupakan suatu 

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau 

lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak 

tertulis,288 menandakan bahwa perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis 

keduanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha. 

Untuk membuktikan perjanjian tidak tertulis ini, indirect evidence dapat 

                                                 
288 Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 2010, Pasal 1 angka 7 
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digunakan untuk menganalisa telah terjadi pelanggaran persaingan usaha yang 

sehat yang kemudian menjadi petunjuk bagi Majelis Komisi. Didalam teori 

mengenai indirect evidence untuk membuktikan telah terjadi persaingan usaha 

yang tidak sehat dapat dilihat dari keterkaitan antara adanya harga paralel dan 

tindakan bersama yang dapat dibuktikan melalui adanya bukti komunikasi dan 

bukti ekonomi.289 Bukti komunikasi dapat berupa catatan pertemuan, notulensi, 

permintaan atau manfaat yang bisa diperoleh yang dibicarakan, dokumen internal 

yang membuktikan pengetahuan mengenai strategi harga antara para kompetitor. 

Untuk bukti ekonomi, melihat perilaku perusahaan di pasar dan industri secara 

keseluruhan serta melihat facilitating practices. Termasuk didalamnya adalah 

harga yang paralel, keuntungan yang tidak wajar, pangsa pasar yang stabil dan 

sejarah pelanggaran dari hukum persaingan usaha. Economic evidence juga 

termasuk facilitating practices yang mempermudah para pesaing untuk mencapai 

atau mempertahankan kesepakatan.290 

Menurut penulis, hakim seharusnya melihat bagaimana penerapan dalam 

penggunaan bukti komunikasi tersebut. Sebagai contoh, catatan telepon diantara 

pelaku usaha, sebagai salah satu bukti komunikasi, belum tentu dapat 

membuktikan bahwa dari percakapan tersebut terjadi perjanjian diantara pelaku 

usaha. Hakim seharusnya melihat bagaimana substansi dari komunikasi diantara 

pelaku usaha tersebut. Apabila percakapan telepon tersebut pada intinya tidak 

membahas mengenai perjanjian untuk melakukan persaingan usaha yang tidak 

sehat, maka dengan demikian catatan telepon tersebut tidak dapat membuktikan 

bahwa telah terjadi perjanjian secara tidak tertulis.  

Berikutnya yang harusnya menjadi perhatian hakim adalah mengenai bukti 

ekonomi yang digunakan oleh KPPU. Menurut teori, ada dua jenis alat bukti 

ekonomi.291 Pertama adalah perilaku perusahaan di pasar dan industri secara 

keseluruhan. Termasuk didalamnya adalah harga yang paralel, keuntungan yang 

tidak wajar, pangsa pasar yang stabil dan sejarah pelanggaran dari hukum 

persaingan usaha. Economic evidence juga termasuk facilitating practices, praktek 

                                                 
289 http://www.oecd.org/dataoecd/11/30/38704302.pdf,. diunduh pada tanggal 20 April 

2011. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
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yang mempermudah para pesaing untuk mencapai atau mempertahankan 

kesepakatan.292 Facilitating practices juga termasuk pertukaran informasi, 

pemberian sinyal harga, pemerataan barang, perlindungan harga dan kebijakan 

negara yang paling disukai, dan pembatasan standar produk yang tidak perlu.293 

Jenis kedua biasa dikenal dengan istilah structural evidence294. Termasuk 

didalamnya adalah tingkat konsentrasi yang tinggi, tingkat konsentrasi yang 

rendah pada sisi pasar yang berlawanan, penghalang untuk masuk pasar yang 

tinggi, derajat integrasi vertikal yang tinggi dan standarisasi atau kesamaan 

produk.295  

Masih mengenai bukti ekonomi, konsentrasi pasar juga merupakan indikator 

yang dapat mencerminkan kekuatan pasar perusahaan-perusahaan yang terdapat 

dalam pasar tersebut. Konsentrasi menunjukkan pangsa pasar yang dikuasai oleh 

beberapa perusahaan terbesar. Secara teoritis, tingkat konsentrasi berhubungan 

terbalik dengan tingkat persaingan. Jika tingkat konsentrasi meningkat, maka 

tingkat persaingan menurun, begitu pula sebaliknya, tingkat persaingan akan 

meningkat karena penurunan konsentrasi. Pengukuran konsentrasi biasanya 

didasarkan pada beberapa alternatif variabel, yaitu kontribusi output, nilai tambah, 

penjualan, aset, pendapatan, atau jumlah tenaga kerja. Jadi variabel yang dipakai 

sebagai dasar pengukuran adalah variabel-variabel yang dapat menggambarkan 

ukuran pasar (firm size).296 Tingkat konsentrasi dapat dilihat dengan tiga cara 

yaitu: 

 

1. Concentration Ratio 

Concentration Ratio adalah rasio yang menunjukkan pangsa 

penjualan perusahaan terbesar terhadap total penjualan industri. 

Concentration Ratio yang paling umum adalah CR4 dan CR8, yang berarti 

empat dan delapan perusahaan terbesar. Pengukuran konsentrasi 

menggunakan CR4 yang dihitung berdasar nilai tambah rasio konsentrasi 

                                                 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
294 Ibid.  
295 Ibid. 
296 Kusuma Wardani Aliredja, “Pengaruh Perdagangan International Terhadap 

Probabilitas Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Indonesia” 
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adalah perbandingan nilai tambah dari 4 perusahaan terbesar terhadap total 

nilai tambah industri.297 Pengukuran konsentrasi menggunakan CR8 yang 

dihitung berdasar nilai tambah rasio konsentrasi adalah perbandingan nilai 

tambah dari 8 perusahaan terbesar terhadap total nilai tambah industri. 

2. Hirschman-Herfindahl Index (HHI) 

HHI merupakan penjumlahan kuadrat pangsa pasar tiap-tiap 

industri. Manfaat utama dari HHI  dalam hubungannya dengan rasio 

konsentrasi adalah bahwa ia memberikan bobot lebih untuk perusahaan 

besar.298 Indeks ini bernilai antara 0 hingga 1. Jika indeks mendekati 0, 

maka struktur industri yang bersangkutan cenderung mengarah ke pasar 

persaingan sempurna, sementara jika angka indeks mendekati 1, struktur 

industri tersebut cenderung bersifat monopoli.299 Manfaat utama dari HHI  

dalam hubungannya dengan rasio konsentrasi adalah bahwa ia 

memberikan bobot lebih untuk perusahaan besar. 

 3. Kurva Lorentz dan Koefisien Gini 

Pada kurva lorentz, sumbu X menggambarkan perusahaan yang 

diurutkan berdasarkan ukuran (pangsa pasar) dimulai dari yang terkecil 

hingga terbesar, lalu dikumulatifkan. Sedangkan sumbu Y adalah persentase 

kumulatif dari output perusahaan-perusahaan tersebut. Semakin besar 

penyimpangan dari garis diagonal maka semakin besar ketidakseimbangan 

dalam ukuran perusahaan.300 

Koefisien gini adalah ukuran untuk menggambarkan informasi 

dalam kurva lorentz tersebut. Ketika semua perusahaan memiliki pangsa 

pasar yang sama maka koefisien gini dalam industri tersebut adalah 0, 

sedangkan bila satu perusahaan menguasai semua output maka koefisien 

gini akan sama dengan 1.301 

Bukti ekonomi juga bisa didapatkan dengan melihat kondisi hambatan masuk 

yang merupakan elemen penting dalam struktur pasar. Semakin tinggi hambatan 
                                                 

297 Ibid. 
298 http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index, diunduh pada tanggal 23 Juni 2011 
299 Ibid. 
300 Kusuma Wardani Aliredja, “Pengaruh Perdagangan International Terhadap 

Probabilitas Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Indonesia” 
301 Ibid. 
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keluar dan masuk (barriers to entry) dari suatu pasar, maka semakin sulit 

perusahaan baru tersebut untuk masuk ke dalam pasar.  

Dari penjelasan mengenai indirect evidence diatas, indirect evidence tetap 

dapat digunakan untuk memutus perkara persaingan usaha. Mengenai penerapan 

penggunaan dari indirect evidence terutama bukti ekonomi harus dilakukan secara 

hati-hati, karena tidak selalu perilaku yang menunjukkan harga yang paralel 

mengindikasikan bahwa telah terjadi perjanjian untuk melakukan persaingan 

usaha yang tidak sehat. Mengutip pernyataan dalam OECD pada Policy Brief  

mengenai Prosecuting Cartels Without Direct Evidence:  

 

“Economic evidence is almost always ambiguous. It could be consistent 

with either agreement or independent action. Therefore it requires careful 

analysis”. 

 

Bahwasanya bukti ekonomi hampir selalu ambigu atau dapat menimbulkan multi 

tafsir. Untuk itu dalam penggunaan indirect evidence  sebagai petunjuk , menurut 

penulis, tetap harus didukung oleh alat bukti yang lain. Misalnya untuk membantu 

membuktikan bukti ekonomi ini, menurut penulis dapat digunakan keterangan ahli 

untuk menjelaskan mengenai bukti ekonomi yang ditemukan agar menjadi terang 

perkara tersebut sehingga tidak salah mengartikan bukti ekonomi tersebut.  

Mengenai pertimbangan hakim bahwa indirect evidence tidak sama 

dengan alat bukti petunjuk, karena petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, 

surat maupun keterangan pelaku usaha/terlapor, sedangkan indirect evidence bisa 

berdasarkan dugaan, penafsiran atau interpretasi dan logika, penulis berpendapat 

bahwa undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi yang dibuat oleh 

KPPU, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 menjadi dasar 

landasan bagi Majelis Komisi untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang 

persaingan usaha. Didalam Perkom No. 1 Tahun 2010 pada pasal 72 ayat 3 

dikatakan bahwa petunjuk merupakan pengetahuan yang diketahui dan diyakini 

kebenarannya oleh Majelis Komisi.302 Inilah yang menjadi landasan bagi KPPU 

                                                 
302 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, Pasal 72. 
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untuk menggunakan indirect evidence menjadi alat bukti petunjuk. Indirect 

evidence menjadi petunjuk ketika ada kesesuaian antara bukti komunikasi dan 

bukti ekonomi. 

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang 

diperiksa. Hukum pembuktian mengenal beberapa sistem atau teori pembuktian 

yaitu sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim atau 

conviction intime (Bloot Gemoedelijkke Overtuiging), sistem pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau conviction raiosonee/la 

conviction raisonee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer), sistem 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk 

Bewijstheorie), dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

(Negatief Wettelijk Bewijstheori/ Negatief Wettelijk Stelsel).303 Hukum persaingan 

usaha menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang 

berarti bahwa sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam 

menjatuhkan putusan.304 Untuk itu ketika melakukan pembuktian, terdapat 

minimal alat bukti yang harus dipenuhi sehingga timbul keyakinan untuk 

membuktikan bahwa  telah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Peraturan 

Komisi No. 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa Majelis Komisi menentukan sah 

atau tidak sahnya suatu alat bukti. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai 

minimal alat bukti yang harus dipenuhi. Sebagai perbandingan, Pasal 183 

KUHAP menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang harus 

didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh 

dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Untuk 

kasus kartel ada perlakuan khusus mengenai alat bukti minimal. Hal ini tercermin 

didalam Perkom No. 4 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa untuk membuktikan 

telah terjadi kartel dalam suatu industri, Majelis Komisi harus berupaya 

                                                 
303 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 

Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2002), hal. 277. 

304 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 
Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, hal. 257 
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memperoleh satu atau lebih alat bukti.305 Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa untuk kasus kartel, dengan satu alat bukti sudah cukup untuk membuktikan 

adanya tindakan anti persaingan. Penulis berpendapat, hal yang menjadi persoalan 

ketika hanya menggunakan satu alat bukti untuk membuktikan telah terjadi 

pelanggaran persaingan usaha yang sehat adalah ketika putusan tersebut diajukan 

upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, maka kemungkinan besar putusan 

tersebut akan menjadi kurang pertimbangan, sehingga kemungkinan besar akan 

dibatalkan. 

Dalam Putusan No. 24/KPPU-I/2009 KPPU hanya mengungkap mengenai 

indirect evidence yang ditemukan untuk memutus perkara. Penggunaan indirect 

evidence didalam putusan tersebut juga dilakukan tidak secara hati-hati sehingga 

menimbulkan kesan kesewenang-wenangan oleh KPPU. Bahwasanya dari 

penggunaan bukti ekonomi tersebut dalam putusan hanya melihat adanya price 

parallelism saja tanpa melihat lebih lanjut bagaimana keterkaitannya dengan bukti 

komunikasi. Bukti komunikasi pun digunakan tidak dengan melihat esensi dari 

komunikasi yang dilakukan. Majelis Komisi hanya melihat bahwa memang benar 

ada pertemuan, dan itu sudah pasti adalah untuk melakukan perjanjian kartel. 

Padahal dari keterangan-keterangan yang didapat dari keterangan saksi tidak 

membuktikan bahwa substansi dari pertemuan tersebut adalah untuk melakukan 

perjanjian.  Penulis berpendapat bahwa seharusnya indirect evidence digunakan 

bersama-sama dengan alat bukti lain untuk melihat adanya relevansi antara alat 

bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen dan atau surat, serta 

keterangan terlapor dengan indirect evidence ini. Seperti misalnya dengan adanya 

keterangan saksi yang dapat mendukung bukti komunikasi tersebut, serta 

keterangan ahli yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bukti ekonomi yang 

digunakan oleh Majelis Komisi untuk mengidentifikasi adanya praktek kartel agar 

tidak terjadi multi tafsir. Dengan demikian Putusan No. 24/KPPU-I/2009 tidaklah 

cukup bukti untuk menyatakan para termohon dahulu terlapor telah melakukan 

pelanggaran pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.  

Dengan demikian penulis setuju dengan pendapat majelis hakim di dalam Putusan 

                                                 
305 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 
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Pengadilan Negeri Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang membatalkan 

putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hukum acara persaingan usaha menganut sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheori). Majelis Komisi 

mendasarkan putusannya berdasarkan alat bukti yang sah yang telah diatur 

didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu berdasarkan keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan 

pelaku usaha. Perkom No. 1 Tahun 2006 mengatakan bahwa Majelis Komisi 

dalam menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai 

pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah. Namun pada kasus kartel, KPPU memberikan sebuah perlakuan khusus. 

Hal ini tercermin dalam Perkom No. 4 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa 

untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus 

berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. 

2. Indirect evidence merupakan petunjuk bagi Majelis Komisi untuk 

mengidentifikasi bahwa telah terjadi pelanggaran persaingan usaha. Indirect 

evidence ini terdiri dari bukti ekonomi (economic evidence), dan bukti 

komunikasi (communication evidence) . Economic evidence ada dua jenis, 

pertama adalah perilaku perusahaan  di pasar dan industri secara keseluruhan. 

Termasuk didalamnya adalah harga yang paralel, keuntungan yang tidak 

wajar, pangsa pasar yang stabil dan sejarah pelanggaran dari hukum 

persaingan usaha. 
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3. Jenis yang kedua adalah facilitating practices, praktek yang mempermudah 

para pesaing untuk mencapai atau mempertahankan kesepakatan. Facilitating 

practices juga termasuk pertukaran informasi, pemberian sinyal harga, 

pemerataan barang, perlindungan harga dan kebijakan negara yang paling 

disukai, dan pembatasan standar produk yang tidak perlu. Termasuk 

didalamnya adalah tingkat konsentrasi yang tinggi, tingkat konsentrasi yang 

rendah pada sisi pasar yang berlawanan, penghalang untuk masuk pasar yang 

tinggi, derajat integrasi vertikal yang tinggi dan standarisasi atau kesamaan 

produk. Untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar, Majelis Komisi 

mengukurnya menggunakan Rotchild Index dan Learner Index. Untuk melihat 

tingkat konsentrasi pasar, indikator yang digunakan adalah Concentration 

Ratio, Hirchman-Herfindahl Index (HHI), serta Kurva Lorentz dan Koefisien 

Gini. 

4. Berdasarkan praktek penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel 

minyak goreng, diketahui bahwa: 

a. Dalam prakteknya, KPPU menggunakan indirect evidence ini 

untuk memutus perkara persaingan usaha. Perkara yang diputus 

dengan menggunakan indirect evidence salah satunya adalah pada 

kasus kartel minyak goreng yang tertuang di dalam Putusan No. 

24/KPPU-I/2009. KPPU mendasarkan putusannya hanya 

berdasarkan pada indirect evidence semata. Majelis Komisi 

menyatakan bahwa terdapat bukti ekonomi dan bukti komunikasi 

dari pelaku usaha, sehingga Majelis Komisi berpendapat telah 

terjadi komunikasi dan/atau koordinasi di antara para Terlapor 

yang mengakibatkan terjadinya price parallelism. Majelis Komisi 

menilai komunikasi dan atau koordinasi dengan didukung bukti 

ekonomi tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang 

dilakukan oleh antar pelaku usaha yang bersaing. Ketika diajukan 

upaya hukum keberatan, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  

didalam pertimbangannya mengatakan bahwa penggunaan indirect 

evidence tidaklah dapat digunakan untuk memutus perkara No. 
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24/KPPU-I/2009 karena indirect evidence tidak dikenal didalam 

hukum acara pidana. Selain itu penggunaan indirect evidence 

untuk memperoleh petunjuk juga tidak dapat dibenarkan karena 

dalam hukum acara pidana, untuk memperoleh petunjuk hanya bisa 

didapatkan melalui cara-cara yang bersifat limitatif, antara lain 

diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku 

usaha/terlapor. Selain itu penggunaan satu alat bukti untuk 

memutus perkara dinilai oleh Hakim menjadi kurang 

pertimbangan. Oleh karena itu putusan tersebut dibatalkan oleh 

Pengadilan Negeri. 

b. Bukti ekonomi dan bukti komunikasi sebagai indirect evidence 

pada dasarnya dapat digunakan untuk memutus perkara persaingan 

usaha. Hanya saja penggunaan indirect evidence ini harus 

dilakukan dengan cermat. Bukti ekonomi yang merupakan salah 

satu jenis indirect evidence hampir selalu ambigu, oleh karena itu 

dalam penggunaannya haruslah hati-hati. Maka dari itu 

penggunaan indirect evidence harus digunakan secara bersama-

sama dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memutus perkara 

secara adil dan menimbulkan kepastian hukum. 

5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Apabila Majelis Komisi atau hakim di pengadilan negeri ataupun MA 

menggunakan indirect evidence, maka indirect evidence tersebut harus 

digunakan secara bersama-sama dengan satu alat bukti yang lain untuk 

membuktikan pelaku usaha bersalah atau tidak. Mengenai penggunaan bukti 

komunikasi, dalam penggunaannya harus dapat membuktikan bahwa substansi 

dari komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah memang untuk 

melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut 

dengan menggunakan keterangan saksi. Begitu pula halnya dengan bukti 

ekonomi. Untuk membuktikan perilaku usaha dengan menggunakan bukti 

ekonomi haruslah dilakukan secara cermat. Belum tentu perilaku paralel 
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diantara pelaku usaha yang ditemukan didalam bukti ekonomi tersebut 

melanggar undang-undang persaingan, karena hal tersebut bisa saja 

menunjukkan bahwa telah terjadi persaingan usaha yang sehat. Mengenai 

bukti ekonomi ini dapat meminta keterangan ahli untuk membantu 

menerjemahkan perilaku tersebut apakah melanggar atau tidak. Maka dari itu 

diperlukan alat bukti lain agar Majelis Komisi tidak kurang pertimbangan 

dalam membuat putusan sehingga dapat memutskan suatu perkara secara adil 

dan menimbulkan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang 

dihasilkan KPPU mendapatkan pertimbangan yang cukup. Penggunaan satu 

alat bukti yakni berupa petunjuk yang didapat dari indirect evidence saja 

tidaklah cukup untuk membuat suatu penilaian bahwa telah terjadi kasus 

pelanggaran persaingan usaha.  

2. Definisi mengenai indirect evidence juga sebaiknya diberikan oleh KPPU 

yang dapat dituangkan didalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

agar tidak terjadi multi interpretasi. Selama ini indirect evidence menimbulkan 

banyak penafsiran mengenai penggunaannya sebagai alat bukti. Maka dari itu 

agar tercipta suatu kesamaan persepsi dalam memandang indirect evidence ini 

hendaknya KPPU segera membuat penjelasan mengenai indirect evidence ini 

dengan pertimbangan bahwa KPPU seringkali memutus perkara persaingan 

usaha dengan menggunakan indirect evidence. 
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